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Abstrak
Muhammad Imron Suilaty, Nomor Pokok E111 11 269, dengan judul “Hubungan
Legislatif  dan  Eksekutif  terhadap  Reklamasi  di  Kota  Makassar”.  Dibimbing
Oleh Dr. Gustiana Kambo,  M.Si  selaku pembimbing I  dan A.  Ali  Armunanto
selaku pembimbing II.
Reklamasi  merupakan  kegiatan  yang  perlu  dilakukan  oleh  setiap  daerah  dalam
meningkatkan  manfaat  sumber  daya  lahan  ditinjau  dari  sudut  lingkungan  dan  sosial
ekonomi, juga membentuk suatu karakter daerah itu sendiri.  Di kota Makassar selama 4
tahun lamanya kegiatan reklamasi berjalan tanpa adanya izin yaitu dari tahun 2010 hingga
tahun 2014, sementara itu perda yang mengatur tentang RTRW (Rancangan Tata Ruang
Wilayah)  baru  disahkan  pada  tanggal  21  agustus  2015.  Dengan  demikian  kegiatan
reklamasi  yang  dilakukan  sudah  pasti  adalah  pelanggaran  hukum  karena  melakukan
kegiatan ilegal. namun tidak ada tindak lanjut dari SKPD pemerintah terkait
Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui fungsi pengawasan  yang  merujuk pada
upaya-upaya yang dilakukan oleh DPRD Kota Makassar dalam mengawasi reklamasi pantai
Kota  Makassar  berdasarkan  hak-hak  yang  dimilikinya.  Pengawasan  tersebut  dianalisis
berdasarkan sebelum dan sesudah disahkannya RanPerda RTRW Kota Makassar  pada
tahun  2015. Serta  untuk  mengetahui  reklamasi  pantai  yang  merujuk  pada  kegiatan
perluasan lahan berupa penimbunan laut untuk kepentingan Kawasan Bisnis Global Center
of Indonesia (COI) yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, namun di sisi
lain  kawasan  tersebut  berada  pada  wilayah  Kota  Makassar  sehingga  pihak  provinsi
membutuhkan izin prinsip dari Pemerintah Kota Makassar.
Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa  Pengawasan  lembaga  legislatif  terhadap  lembaga
eksekutif  terkait  reklamasi  sebelum disahkannya RanPerda RTRW Kota Makassar tahun
2015 telah menunjukkan kekuatannya melalui penggunaan hak interpelasi, hak angket dan
hak menyatakan pendapat, namun kekurangannya adalah lembaga legislatif Kota Makassar
tidak  membentuk  Panitia  Angket  sehingga  penyelidikan  terkait  adanya  pelanggaran
reklamasi tidak dapat dibawa ke pengadilan.
Pengawasan  lembaga  legislatif  terhadap  lembaga  eksekutif  terkait  reklamasi  setelah
disahkannya  RanPerda  RTRW  Kota  Makassar  tahun  2015  menunjukkan  adanya
kemunduran, namun di saat bersamaan pengawasan oleh kelompok kepentingan semakin
meningkat  sehinggat  ada  indikasi  lembaga  legislatif  berpihak  pada  kepentingan  pribadi
daripada kepentingan umum.
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DAPTAR PUSTAKA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem tiga kamar,
dimana kekuasaannya terbagi menjadi eksekutif,  legislatif  dan yudikatif.
Dalam pelaksanaannya, tidak boleh terjadi tumpang-tindih personil antara
lembaga-lembaga negara tersebut.  Akan tetapi, ketiga lembaga ini  juga
mengimplikasikan  adanya  ketergantungan,  dalam  bentuk  kekuasaan
bersama  untuk  menciptakan  jaringan  “checks  and  balances”1 dimana
lembaga  eksekutif  dan  legislatif  dipilih  melalui  pemilihan  umum  yang
digelar tiap 5 tahun sekali.
Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas
Provinsi,  Kabupaten  dan  Kota. Terdapat  lembaga  yang  mengatur
berjalannya roda pemerintahan yang telah diatur dalam undang-undang.
Adapun pemilihan kepala  daerah yaitu  Gubernur, Bupati,  dan Walikota
telah  diatur  dalam  undang-undang  dan  dilakukan  secara  demokratis.
Hubungan  wewenang  atau  kekuasaan  antara  pemerintah  pusat  dan
pemerintah  daerah  provinsi,  kabupaten,  dan  kota  telah  diatur  dalam
undang-undang  dengan  memperhatikan  kekhususan  dan  keragaman
daerah.  Hubungan  keuangan,  pelayanan  umum,  pemanfaatan  sumber
1 Andrew Heywood, 2014, Politik, Edisi keempat, Terj. Ahmad Lintang Lasuardi,
Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 552 .
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2daya  alam  dan  sumber  daya  lainnya  antara  pemerintah  pusat  dan
pemerintahan  daerah  diatur  dan  dilaksanakan  secara  adil  dan  selaras
berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan Daerah.
DPRD  sebagai  Badan  Legislatif  dan  Pemerintah  Kota  sebagai
Badan  Eksekutif.  Terdapat  pemisahan  kekuasaan  antara  DPRD  dan
Pemerintah  kota  sehingga  memiliki  tugas  yang  jelas,  eksekutif  yang
melaksanakan  peraturan  daerah  dan  legislatif  yang  mengawasi
pelaksanaan  peraturan  daerah  sehingga  keberadaan  lembaga  legislatif
merupakan  perwujudan  kedaulatan  rakyat  dalam  mengawasi  kinerja
pemerintah kota dalam menjalankan kebijakan.
Pemerintah pusat memberikan kekuasaan pada setiap pemerintah
daerah  untuk  menentukan  arah  perkembangan  dan  kebijakan  setiap
daerahnya.  Dengan  demikian  pemerintah  daerah  melakukan  kegiatan
pembenahan tata ruang wilayah demi tujuan mencapai visi dan misi setiap
daerahnya  sesuai  dengan  amanat  undang-undang  dasar  yang  telah
ditentukan.
Makasssar  sebagai  pusat  perekonomian  di  wilayah  sulawesi
selatan memiliki  nilai  bisnis yang menjanjikan bagi setiap investor yang
menanamkan modal di kota ini, tidak terlepas dari pengaruh politik tawar-
menawar  antara  legislatif,  eksekutif,  dan  para  investor  sehingga  tidak
menutup kemungkinan, demi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)
yang membuat pemerintah melonggarkan aturan penataan ruang dengan
3memberi  ijin  kepada  investor  untuk  melakukan  pembangunan  di  lahan
produktif karena pihak swasata sebagai investor tentu orientasinya adalah
keuntungan, sehingga dalam mengalokasikan kegiatan tentunya memilih
lokasi  yang  menguntungkan.  terutama  daerah  pantai  yang  merupakan
kawasan  wisata  yang  hampir  semua  golongan  dapat  menikmati
keindahannya. Perlunya pembenahan untuk menarik perhatian wisatawan
menjadi suatu hal penting bagi pendapatan daerah sehingga pemerintah
melakukan reklamasi pantai.
Reklamasi  merupakan kegiatan yang perlu  dilakukan oleh setiap
daerah  dalam  meningkatkan  manfaat  sumber  daya  lahan  ditinjau  dari
sudut  lingkungan  dan  sosial  ekonomi,  juga  membentuk  suatu  karakter
daerah itu sendiri.  Di kota Makassar selama 4 tahun lamanya kegiatan
reklamasi berjalan tanpa adanya izin yaitu dari tahun 2010 hingga tahun
2014,  sementara itu  perda yang mengatur  tentang RTRW (Rancangan
Tata  Ruang  Wilayah)  baru  disahkan  pada  tanggal  21  agustus  2015.
Dengan demikian kegiatan reklamasi yang dilakukan sudah pasti adalah
pelanggaran hukum karena melakukan kegiatan ilegal. namun tidak ada
tindak lanjut dari SKPD pemerintah terkait.
Beberapa  aturan  yang  mengatur  tentang  reklamasi  pantai  yaitu
terdapat  dalam  Peraturan  Menteri  PU  No.  40/PRT/M/2007  mengenai
pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai,  Peraturan
Pemerintah RI No. 47 Tahun 1997 tentang rencana tata ruang nasional,
kemudian Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
4Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Undang-Undang  No.  26  Tahun  2007
tentang Penataan Ruang, yang merupakan pedoman atau petunjuk bagi
daerah untuk  mengatur, mengendalikan dan menata  wilayahnya  dalam
satu kesatuan matra ekosistem.
Reklamasi  juga harus  mengacu kepada Undang-Undang No.  27
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan
Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
yang  mengatur  tentang  perlindungan  terhadap  aset  baik  berupa  jiwa,
raga, harta sehingga ancaman bencana yang ada di wilayah pesisir dapat
diminimalisir.
Izin pelaksanaan reklamasi pantai harus berdasarkan pada aturan-
aturan  yang  telah  diatur  dalam  peraturan  di  atas.  Namun  pada
kenyataannya  banyak  investor  atau  para  pengusaha  yang  melakukan
reklamasi tidak berdasar pada ketentuan tersebut atau dengan kata lain
melakukan reklamasi secara ilegal. Meskipun telah ada beberapa pihak
yang  mendapatkan izin  pelaksanaan reklamasi  dari  pemerintah  daerah
setempat,  tetapi  dalam  tahap  pelaksanaannya  tidak  memerhatikan
analisis dampak lingkungan atau tidak sesuai dengan RTRW (Rencana
Tata Ruang dan Wilayah) pemerintah daerah setempat.
Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan izin prinsip dalam proses
reklamasi yang di lakukan oleh beberapa pengusaha. Pihak pengusaha
mendapatkan  izin  dari  SKPD  terkait  sedangkan  izin  prinsip  yang
5dikeluarkan  oleh  pemerintah  berdasarkan  perda  tahun  2006  tentang
reklamasi yang ditujukan hanya untuk wilayah pantai losari. Saat ini ada
14 Pengusaha Swasta sudah menimbun pantai barat Makassar seperti PT
Laburino,  PT Vacra Artha Manika,  PT Pelaksana Jaya Mulia,  PT Sinar
Amali  Pratama,  PT  Asindo  untuk  kawasan  utara.  Sementara  kawasan
selatan,  yakni  PT  Mariso  Indoland,  PT  Puncak  Bumi  Gemilang,  PT
Megasurya  Nusalestari,  PT  Central  Cipta  Bersama,  PT  Tunas  Karya
Bersama, PT Kibar Makassar Bisnislan, PT Bosowa Property, Center Point
of Indonesia, dan PT GMTD Tbk.2
Wakil  Ketua  Fraksi  Partai  Golkar  DPRD  Makassar,  mengatakan
kesalahan besar Pemkot Makassar karena memberikan kepada swasta
untuk  menimbun  laut  di  Pantai  Makassar.  Swasta  menjadi  pengendali
penuh  reklamasi,  hanya  modal  sporadik,  pengusaha  seenaknya
menimbun laut, mereka pun leluasa menjualnya sesuka hati.3
Hubungan DPRD dan Pemerintah Kota Makassar terkait  dengan
RTRW dalam hal reklamasi pantai yang terjadi di kota Makassar adalah
anggota DPRD melakukan pengawasan pada setiap penerapan ataupun
pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar.
Dalam proses pengesahan RanPerda RTRW Kota Makassar, DPRD dan
Pemkot menuai sorotan dari masyarakat karena perda tersebut dianggap
lebih  mewakili  kepentingan  pengusaha  dibanding  dengan  kepentingan
2 Hasim Arfah, 2015, Rahman Pina: Salah, Pemkot Makassar Biarkan Swasta
Reklamasi  Pantai,  http://makassar.tribunnews.com/2015/06/12/rahman-pina-salah-
pemkot-makassar-biarkan-swasta-reklamasi-pantai, Diakses 15 Oktober 2015.
3 Ibid.
6masyarakat. Itu terlihat dari banyaknya kasus penggusuran yang terjadi di
daerah  pesisir  pantai  yang  menyebabkan  banyaknya  masyarakat  yang
kehilangan mata pencaharian.
Pada  tahun  2010  Pansus  RTRW  telah  melakukan  peneguran
terhadap pelaksanaan reklamasi yang berjalan, ini disebabkan oleh area
reklamasi  tidak  sesuai  dengan Perda  RTRW  tahun  2006.  Pada  Tahun
2014 Pansus RanPerda RTRW Kota Makassar  yang baru saja terbentuk
melakukan  peneguran  dan  meminta  agar  semua  proses  reklamasi
dihentikan. Hal ini terjadi karena tidak adanya kelengkapan berkas seperti
izin lingkungan dan berkas lainnya sehingga Pansus menyurati  pemkot
dan investor  yang  melakukan reklamasi  dan  memutuskan bahwa tidak
ada satupun perizinan yang legal.4
Setelah 4  tahun lamanya,  pembahasan RanPerda Rencana Tata
Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kota  Makassar,  Sulawesi  Selatan  dinyatakan
rampung. RanPerda ditetapkan sebagai Perda pada rapat paripurna yang
digelar hari jumat 21 agustus 2015
Ketua  Panitia  Khusus  (Pansus)  raperda  Rencana  Tata  Ruang
Wilayah (RTRW) DPRD Makassar Abdul Wahab Tahir mengungkapkan,
ada 4 poin yang terpenting dituangkan dalam pengesahan raperda RTRW
Makassar, Pertama, seluruh produk reklamasi  yang terjadi  di  Makassar
adalah tanah negara, dikuasai oleh negara dan dikendalikan oleh negara.
Kedua,  reklamasi  hanya  boleh  dilakukan  oleh  Pemerintah  atas  nama
4 Hasil pra-penelitian, Wawancara Direktur Eksekutif Walhi Sulsel, Asmar Exwar,
12 Oktober 2015.
7Pemerintah dan pengendaliannya juga diserahkan ke Pemerintah. Ketiga,
Perda  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  juga  tidak  akan  berlaku
surut  dan  tidak  memberikan  legitimasi  atas  seluruh  aktivitas  yang  ada
sepanjang garis  pantai  Kota Makassar. Keempat,  pemberlakuan sanksi
pidana tidak hanya bagi orang perorang, badan hukum melainkan pejabat
yang  berwenang  memberikan  izin  jika  melanggar  aturan  juga  akan
dikenakan sanksi pidana.5  Dengan kata lain reklamasi yang telah berjalan
sebelumnya  masih  dikatakan  ilegal  dan  meminta  untuk  pemerintah
setempat yang menindaki hal tersebut dengan melalui proses hukum.
Menarik  kiranya  melakukan  analisis  terkait  pengawasan  DPRD
Kota  Makassar  terhdap  Pemerintah  Kota  Makassar  terkait  reklamasi
pantai baik sebelum maupun setelah disahkannya RanPerda RTRW Kota
Makassar  pada  tahun  2015.  Berdasarkan  dari  uraian  latar  belakang
tersebut,  penulis  kemudian  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  terkait
Hubungan  Legislatif  Dan  Eksekutif  Terhadap  Reklamasi  Pantai  Di
Kota Makassar.
B. Rumusan Masalah
Memperhatikan  luasnya  cakupan  masalah  yang  akan  diteliti
mengenai ”Hubungan Legislatif dan Eksekutif terhadap Reklamasi Pantai
di  Kota  Makassar”,  maka penulis  membatasinya  pada persoalan,  yaitu
5 As/im, 2015, Besok, Perda RTRW Kota Makassar 2015 Akan Diparipurnakan,
http://koranmakassaronline.com/v2/besok-perda-rtrw-kota-makassar-2015-akan-
diparipurnakan/, Diakses 16 Oktober 2015.
8bagaimanakah pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap Pemerintah
Kota dalam pelaksanaan reklamasi pantai di Kota Makassar?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengawasan  yang
dilakukan DPRD tehadap Pemerintah Kota dalam pelaksanaan reklamasi
pantai di Kota Makassar.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Akademis :
a. Menunjukkan  hubungan  legislatif  dan  eksekutif  yaitu  pengawasan
DPRD  terhadap  pemerintah  kota  Makassar  dalam  pelaksanaan
reklamasi pantai di kota Makassar.
b. Dalam  wilayah  akademis,  memperkaya  khasanah  kajian  ilmu  politik
untuk pengembangan keilmuan, khususnya politik kontemporer.
2. Manfaat Praktis :
a. Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat umum yang berminat
dalam  memahami  hubungan  legislatf  dan  eksekutif  dalam  hal  studi
tentang reklamasi pantai di kota Makassar.
b. khususnya  kepada  mahasiswa  yang  ingin  melakukan  penelitian
mengenai  fungsi  pengawasan  DPRD  terhadap  Pemerintah  kota
Makassar.
c. Sebagai  salah  satu  prasyarat  untuk  memperoleh  gelar  sarjana  ilmu
politik.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pendekatan Institusionalisme
Pendekatan institusionalisme adalah suatu  subjek  masalah yang
mencakup  peraturan,  prosedur  dan  organisasi  formal  pemerintahan.
Pendekatan  ini  memakai  alat-alat  ahli  hukum  dan  sejarah  untuk
menjelaskan  batas-batas  pada  perilaku  politik  maupun  efektifitas
demokratis6. Pendeketan ini memfokuskan institusi negara sebagai kajian
utama, bagaimana organisasi institusi itu, apa tanggung jawab dari setiap
perannya, dan bagaimana institusi itu berinteraksi.
Negara sebagai pusat kekuasaan (state power centre) merupakan
inti  dari  pendekatan  institusional.  Pendekatan  institusionalisme
berkembang pada abad ke-19, dimana belum terjadi  perang dunia dan
peran negara sangat dominan dalam kehidupan masyarakat. Fokus dari
pendekatan  ini  adalah  segi  konstitusional  dan  yuridisnya.  Bahasan
tradisionalnya  menyangkut  undang-undang,  kedaulatan,  kedudukan
kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga negara.
Setidaknya,  ada lima karakteristik atau kajian utama pendekatan
ini, yakni:
1. Legalisme  (legalism),  yang  mengkaji  aspek  hukum,  yaitu
peranan pemerintah dalam mengatur hukum.
6 David Marsh and Garry Stoker,  2002,  Teori  dan Metode Dalam Ilmu Politik,
New York, Palgrave MacMillan.
9
10
2. Strukturalisme,  yakni  berfokus  pada  perangkat  kelembagaan
utama atau menekankan pentingnya keberadaan struktur dan
struktur itu pun dapat menentukan perilaku seseorang.
3. Holistik  (holism)  yang  menekankan  pada  kajian  sistem  yang
menyeluruh  atau  holistik  dalam  artian  lembaga  eksekutif,
legislative  maupun  yudikatif  digunakan  dalam  pengkonsepan
idealnya.
4. Sejarah  atau  historicism yang  menekankan  pada  analisisnya
dalam  aspek  sejarah  seperti  kehidupan  sosial-ekonomi  dan
kebudayaan.
5. Analisis  normatif  atau  normative analysis yang  menekankan
analisisnya dalam aspek yang normatif sehingga akan terfokus
pada penciptaan good government.
Pendekatan  institusionalisme  dibagi  menjadi  dua  yaitu
institusionalisme  tradisional  atau  lama,  dan  institusionalisme  baru.
Perbedaan antara keduanya adalah jika institusionalisme lama mengupas
lembaga-lembaga  kenegaraan  (aparatur  negara)  seperti  apa  adanya
secara statis.  Sedangkan institusionalisme baru melihat institusi  negara
sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah tujuan tertentu yang perlu ada
rencana atau design  yang  secara  praktis  menentukan langkah-langkah
untuk tercapainya tujuan tertentu. Perhatian Institusionalisme baru lebih
tertuju  pada  analisis  ekonomi,  kebijakan  fiskal  moneter,  pasar  dan
globalisasi ketimbang masalah konstitusi yuridis.
11
Institusionalisme dipicu oleh pendekatan behavioralis yang melihat
politik  dan kebijakan public  sebagai  hasil  dari  perilaku kelompok besar
atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan
kegiatan massa itu.  Bentuk dan sifat  dari  institusi  ditentukan oleh para
aktor serta pilihannya. Dengan demikian, kedudukan sentral dari institusi-
institusi dalam membentuk kebijakan publik dinomorduakan.7
Kesimpulannya  bahwa  institusionalisme  baru  dapat  di  anggap
sebagai  suatu pendekatan yang luas,  beraneka warna terhadap politik,
yang  disatukan  pada  penegasan  bahwa  institusi  adalah  variable  yang
menjelaskan sebagian besar kehidupan poltik. Kekuatan institusionalisme
baru  dapat  ditemukan  dalam  karakter  multi  teoritisnya  yang
memungkinkan penilaian tentang dalil-dalil  yang bersaing dari  berbagai
teori  politik.  Konstribusi  pendekatan  institusionalisme  baru  dalam  ilmu
poltik dilihat dari keuntungan epistimetik dimana perpindahan suatu dari
posisi yang problematis menuju yang lebih memadai dalam suatu bidang
alternative  yang  tersedia,  dan  dapat  dibedakan  dibedakan  dengan
perpindahan epistemologi mitos dari kesalahan menuju kebenaran.
B. Fungsi Pengawasan DPRD
DPR mempunyai tiga fungsi, yaitu (a.) legislasi; (b.) anggaran; dan
(c.)  pengawasan.  Ketiga  fungsi  sebagaimana  dimaksudkan  dijalankan
dalam rangka representasi rakyat. Representasi rakyat dilakukan antara
7 Meriam Budiardjo, 2010,  Dasar-Dasar Ilmu Politik,  Edisi Revisi,  Jakarta, PT.
Gramedia Pustaka Utama, Hal. 74.
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lain melalui pembukaan ruang partisipasi public, transparansi pelaksanaan
fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat.
Fungsi  legislasi  DPR  dilaksanakan  sebagai  perwujudan  DPR
selaku  pemegang  kekuasaan  membentuk  undang-undang.  Fungsi
anggaran  dilaksanakan  untuk  membahas  dan  memberikan  persetujuan
atau  tidak  memberikan  persetujuan  rancangan  undang-undang  tentang
Anggaran pendapatan dan Balanja Negara (APBN) yang diajukan oleh
Presiden.  Fungsi  Pengawasan  dilaksanakan  melalui  pengawasan  atas
pelaksanaan undang-undang dan APBN.
Fungsi  pengawasan  DPR  sesuai  dalam  tata  tertib  (tatib)  DPR
dilakukan terhadap pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan keuangan
negara  dan  kebijakan  presiden,  pengawasan  tersebut  dilaksanakan
melalui  pelaksanaan  tugas  dan  pengawasan  komisi  pada  alat
kelengkapan  DPR. Fungsi  pengawasan  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 20A ayat (1) UUD RI Tahun 1945 dan Pasal 70 UU No. 27 Tahun
2009  diarahkan  pada  peningkatan  kualitas  pelaksanaan  fungsi
pengawasan  untuk  mencapai  tujuan  bernegara  melalui  pengawasan
pelaksanaan  peraturan  perundang-  undangan,  keuangan  Negara,  dan
kebijakan Pemerintah yang efektif dan transparan.
Tugas komisi di bidang pengawasan adalah:
1. Melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  undang-undang,
termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk
dalam ruang lingkup tugasnya;
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2. Membahas  dan  menindaklanjuti  hasil  pemeriksaan  BPK  yang
berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
3. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah; dan
4. Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.
Dalam  menindaklanjuti  tugas-tugas  tersebut  dan  menindaklanjuti
pengaduan masyarakat komisi dapat melakukan:
1. Mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah;
2. Mengadakan konsultasi dengan BPK;
3. Mengadakan konsultasi dengan DPD;
4. Mengadakan rapat  dengar  pendapat  dengan pejabat  Pemerintah
yang mewakili instansinya;
5. Mengadakan rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan
komisi maupun atas permintaan pihak lain;
6. Mengadakan  kunjungan  kerja  dalam  masa  reses,  atau  apabila
dipandang perlu, dalam masa sidang dengan persetujuan pimpinan
DPR yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditentukan
tindak lanjutnya;
7. Mengadakan  rapat  kerja  dan  rapat  dengar  pendapat,  apabila
dipandang  perlu,  dengan  pejabat  pemerintah  yang  mewakili
instansinya, yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi
yang  bersangkutan  atas  persetujuan  pimpinan  DPR,  dan
memberitahukan kepada pimpinan komisi yang bersangkutan;
8. Mengadakan  rapat  gabungan  komisi  apabila  ada  masalah  yang
menyangkut lebih dari satu komisi;dan
9. Mengadakan rapat dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
dalam menindaklanjuti hasil laporan BPK.
C. Hubungan Eksekutif-Legislatif
1. Eksekutif
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Eksekutif  berasal  dari  kata  eksekusi  yang  berarti  pelaksana.
Lembaga  eksekutif  adalah  lembaga  yang  ditetapkan  untuk  menjadi
pelaksana  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  dibuat  oleh
pihak  legislatif.  Kekuasaan  eksekutif  biasanya  dipegang  oleh  Kepala
Negara.
Eksekutif  merupakan  pemerintahan  dalam  arti  sempit  yang
melaksanakan  pemerintahan,  pembangunan,  dan  kemasyarakatan.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan haluan Negara, untuk
mencapai  tujuan  Negara  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.
Organisasinya adalah kabinet atau dewan menteri dimana masing-masing
menteri  memimpin  departemen dalam melaksanakan tugas wewenang,
dan tanggung jawabnya. Menurut tafsiran tradisional, azas  Trias politica
yang  dicetuskan  oleh  Montesquieu,  tugas  badan  eksekutif  hanya
menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif.
2. Legislatif
Legislatif merupakan lembaga politik yang mempunyai peran dalam
pembentukan kebijakan atau legislasi. Begitu besarnya kekuatan lembaga
ini  dalam  proses  kebijakan  sehingga  butuh  pelaksanaan  yang  matang
dalam proses penyusuanan kebijakan. Karena kebijakan yang dihasilkan
akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.
a. Proses Perumusan Kebijakan
Beberapa  ahli  merumuskan  proses  perumusan  kebijakan
(Bridgman dan Davis, 2004) seperti  Laswell pada tahun 1951 membuat
proses  perumusan  kebijakan  kedalam  beberapa  tahapan  yang  dimulai
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dari  tahap  konseptualisasi,  rekomendasi,  preskripsi,  invokasi,  aplikasi,
aprasial dan terminasi (Suharto, 2007).
Jansson (1999) juga mengatakan penting untuk seorang pengambil
keputusan atau seorang legislator membuat persiapan kerja pendahuluan
sebelum  mengambil  sebuah  keputusan  atau  memutuskan  sebuah
kebijakan.  Persiapan  tersebut  meliputi:  building  agendas (membangun
agenda),  analysing  problems (menganalisa  masalah),  finding  policy
options (menemukan pilihan-pilihan  kebijakan)  dan  writing  policy
proposals (menuliskan rancangan kebijakan).
b. Menetapkan Keputusan
Jika kebijakan diwujudkan dalam bentuk program pelayanan sosial,
tahap  penetapan  keputusan  kebijakan  melibatkan  pembuatan
pertimbangan  oleh  kabinet.  Jika  kebijakan  berbentuk  peraturan  dan
perundang-undangan,  maka  pembuatan  keputusan  melibatkan  pihak
eksekutif dan legislatif.
c. Implementasi
Tahap  ini  melibatkan  serangkaian  kegiatan  yang  meliputi
pemberitahuan kepada publik mengenai  pilihan kebijakan yang diambil,
instrumen  kebijakan  yang  digunakan,  staf  yang  akan  melaksanakan
program, pelayanan-pelayanan yang akan diberikan, anggaran yang telah
disiapkan, dan laporan-laporan yang akan dievaluasi.
d. Evaluasi
Secara  formal  evaluasi  merupakan  tahap  akhir  dari  proses
perumusan kebijakan, dari evaluasi ini dihasilkan masukan-masukan guna
16
penyempurnaan proses formulasi kebijakan selanjutnya. Kriteria evaluasi
biasanya  dirumuskan  berdasarkan  indikator-indikator  sebagai  berikut:
indikator masukan seperti bahan-bahan dan sumber daya yang digunakan
untuk mengimplementasikan kebijakan;  indikator  proses yaitu  cara-cara
dengan  mana  bahan-bahan  dan  sumber  daya  diolah  atau
ditransformasikan menjadi  penyedia pelayanan;  indikator  keluaran yaitu
barang-barang  atau  pelayanan-pelayanan  yang  diproduksi  oleh  suatu
program;  dan indikator  dampak yaitu  hasil  atau  akibat  yag  ditimbulkan
oleh suatu program.
Pola hubungan legislative dan eksekutif Nampak jelas dari Undang-
Undang  Nomor  5/1974  tentang  pokok-pokok  pemerintahan  daerah,
kemudian  digantikan  dengan  Undang-Undang  Nomor  22/1999  tentang
pemerintahan  daerah,  dan  akhirnya  disusul  lahirnya  Undang-Undang
Nomor 32/2004 tentang pemerintahan daerah. Menurut UU RI Nomor 32
Tahun  2004,  ”Pemerintahan  daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi
dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluasluasnya  dalam
kerangka sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD
1945.  Dalam  hal  ini,  penyelenggaraan  kekuasaan  dilaksanakan  oleh
badan  eksekutif  (Pemerintah  Daerah/Kota)  dan  legislatif  (DPRD),  yang
masing-masing  mempunyai  tugas  dan  wewenang  dalam  rangka
mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat.”8
8  Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
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Pada masa Orde baru, lembaga legislative lebih banyak menjadi
alat dan harus mengikuti arah kebijakan pemerintah daerah yang sudah
dirumuskan  oleh  kepala  daerah.  Dalam  posisi  yang  demikian,  maka
lembaga legislatif tidak jelas kedukannya dan fungsinya, sehingga DPRD
hanya  sebagai  alat  dan  syarat  agar  dikatakan  sebagai  sistem
pemerintahan  yang  demokratis.  Demikian  juga  dalam  pola  hubungan
antara legislatif dan eksekutif, sekalipun secara formal dikatakan sebagai
kemitraan,  namun  dalam  prakteknya  hubungan  itu  bersifat  dominative
oleh  kepala  daerah.  Kedudukan  sebagai  penguasa  tunggal,  telah
mendudukan kepala daerah sebagai pengawas berbagai aktivitas social
politik, bahkan mengawasi kinerja dari DPRD itu sendiri. Karena kepala
daerah   mempunyai  dua  fungsi  yakni  sebagai  kepala  wilayah  yang
merupakan  perpanjang  tangan  dari  pemerintah  pusat  dan  sebagai
pemimpin  daerah.  Disamping  itu  berkaitan  dengan  kehidupan  sistem
kepartaian,  kepala  daerah  adalah  Pembina  politik  tingkat  daerah  dari
golongan karya. karena menurut UU No 5/1974, DPRD merupakan bagian
dari pemerintah daerah, jadi secara structural dan fungsional terikat kuat
dengan  ketentuan  birokrasi,  bahkan  sarana  pendukung  pelaksanaan
tugas  DPRD  dikendalikan    oleh  kepala  daerah.  Dalam  posisi  yang
demikian  DPRD  tidak  mampu  lagi  memperjuangkan  aspirasi  dan
kepentingan masyarakat.9
9 Supardal R. Widodo Trisaputra dkk, 2005, Pembaruan Otonomi Daerah, APMD
Press, Yogyakarta hlm 65-66.
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Undang-Undang No 5 tahun 1974 menyatakan bahwa Pemerintah
Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Klausal
ini  jelas menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah dalam posisi
yang lebih rendah dari  Gubernur di  Propinsi,  Bupati  di  Kabupaten, dan
Walikota di  Kotamadya,  karena ketika pejabat  yang disebut  terakhir  ini
merupakan  aparat  pemerintah  pusat  yang  ada  didaerah  dalam rangka
penyelenggaraan sistem dekosentrasi. Sebagai pejabat pemerintah pusat
didaerah  mereka  dapat  dengan  mudah  melakukan  veto  atas  nama
Presiden,  atapun  tidak  menganggap  ada  semua inisiatif  kebijaksanaan
yang  muncul  dari  lembaga  legislatif  didaerah.  Apalagi  ketika  konsep
Gubernur  sebagai  Penguasa Tunggal  diberlakukan oleh Menteri  Dalam
Negeri.10
Ketika diberlakukan UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan
daerah, yang menggantikan UU No 5 tahun 1974.  Menurut UU no 22/
1999, DPRD dipisahkan dengan pemerintah daerah dengan kedudukan
jelas dan tegas sebagai lembaga legislatif daerah. Hal ini dilakukan dalam
rangka memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggung jawaban
Pemerintah Daerah kepada rakyat., oleh karena itu hak-hak DPRD cukup
luas  dan  diarahkan  untuk  menyerap  serta  menyalurkan  aspirasi
masyarakat  menjadi  kebijakan daerah.  Konsekuensinya pola  hubungan
antara  lembaga  legislatif  dan  eksekutif  didasarkan  pada  prinsip
demokratis.artinya  DPRD  sebagai  wakil  rakyat  mempunyai  hak  untuk
10 Afan Gafar  dkk,  2005,  Otonomi  Daerah  dalam Negara  kesatuan,  Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, hal. 191.
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memilih Kepala Daerah yang akan menjalankan berbagai kebijakan yang
telah  digariskan  oleh  DPRD,  sebaliknya  Kepala  Daerah  harus
mempertanggung  jawabkan  pelaksanaan  tugas  pemerintahan  dan
pembangunan  itu  kepada  DPRD,  dan  selanjutnya  DPRD  bertanggung
jawab kepada konstituennya. Sebagai badan legislatif daerah, DPRD juga
mempunyai  kewenangan  penuh  untuk  menetapkan  Peraturan  Daerah.
Selanjutnya  Kepala  Daerah  dan  perangkatnya  yang  menjalankannya.
Dalam hal  pelaksanaan tugas ini,  DPRD juga mempunyai  kewenangan
untuk  melakukan  pengawasan.  Bahkan  jika  dalam  melakukan
pengawasan  DPRD  menemukan  beberapa  penyimpangan,  bisa
mengajukan usulan pemberhentian Kepala Daerah,  yang diteruskan ke
presiden untuk melakukan pemecatan. Dalam praktek ini sudah banyak
kepala daerah yang di diturunkan oleh DPRD.11
Belum  genab  tahun  diberlakukan  Undang-Undang  Nomor
22/1999, sudah di keluarkan Undang-Undang nomor 32/2004 tentang
pemerintahan  Daerah.,  yang  spiritnya  menguatkan  sentralisasi  dan
oligarki  pemerintahan  di  tingkat  lokal.  Hal  ini  Nampak  dalam
pengaturan  tentang  pertanggung  jawaban  Kepala  Daerah  secara
hirarkis,  sehingga  menempatkan  pemerintahan  level  atas  bisa
mengendalikan  dan  mengawasi  jalannnya  pemerintahan  dilevel
bawahnya.  Disisi  lain DPRD,  tidak lagi   mempunyai   kewenangan
untuk  menjatuhkan  kepala  daerah  jika  terjadi  penyimpangan,
11 Supardal R. Widodo Trisaputra dkk, Op. Cit., hal. 66.
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demikian pula fungsi legislasi yang harus diputuskan bersama dengan
Kepala  Daerah,  yang  seharusnya  menjadi  kewenangan  DPRD
sebagai  pemegang  kekuasaan  legislatif.  Dengan  demikian  posisi
Kepala  Daerah  menjadi  lebih  kuat  dibandingkan  dengan  lembaga
legislatif.12
Dalam  sistem  pemerintahan  demokrasi,  lembaga  perwakilan
rakyat  (  DPRD )  merupakan unsur  yang cukup penting,  disamping
unsur-unsur lain seperti : pemilu, kebebasan berpendapat berserikat
dan persamaan di  depan hukum.  Dalam sistem ini,  warga Negara
seharusnya  terlibat  dalam  hal  tertentu  di  bidang  pembuatan
keputusan-keputusan politik,  baik  secara  langsung  maupun  melalui
wakil  pemilihan  mereka  di  lembaga  perwakilan.  Idealnya  lembaga
legislatif merupakan representasi dari rakyat yang di wakili, sehingga
bisa  lebih  aspiratif  terhadap  kebutuhan  dan  tuntutan  warga
masyarakat.
Secara  umum  hubungan  antara  Bupati/Walikota  dan  DPRD
merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara. Kedudukan
yang  setara  bermakna  bahwa  di  antara  lembaga  pemerintahan
daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak
saling  membawahi.  Hal  ini  tercermin  dalam  membuat  kebijakan
daerah  berupa  Peraturan  Daerah.  Hubungan  kemitraan  bermakna
bahwa  antara  Pemerintah  Daerah  dan  DPRD  adalah  sama-sama
mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan
12 Ibid., hal. 67.
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otonomi  daerah  sesuai  dengan  fungsi  masing-masing  sehingga  di
antara kedua lembaga itu  membangun suatu  hubungan kerja  yang
sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing
satu sama lain dalam melaksanakan fungsi  masing-masing. Segala
aktivitas yang dilaksanakan oleh eksekutif berdasarkan pada desain
pembangunan dan alokasi pembiayaan yang memerlukan persetujuan
DPRD. Dalam pelaksanaannya, DPRD melakukan pengawasan, agar
tidak  terjadi  penyimpanga.  Praktek  yang  terjadi  dalam  hubungan
Pemerintah  Daerah/Kota  dengan  DPRD  cenderung  berhadapan
secara diametral.  Hubungan ini  merupakan konsekuensi kedudukan
antara pemerintah daerah dan DPRD yang terpisah sebagai warisan
dari  semangat  undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999,  meskipun
Undang-undang  tersebut  telah  diganti  dengan  Undang-undang  RI
Nomor 32 Tahun 2004
D. Pemahaman Reklamasi
Istilah reklamasi merupakan turunan dari istilah Inggris reclamation
yang  berasal  dari  kata  kerja  reclaim  yang  berarti  mengambil  kembali,
dengan penekanan pada kata “kembali”.13
Di dalam teknik pembangunan, istilah reclaim juga dipergunakan di
dalam misalkan me-reclaim bahan dari bekas bangunan atau dan puing-
puing, seperti batu dam krikil dan bekas konstruksi jalan, atau kerikil dari
puing beton untuk dapat digunakan lagi.
13 Hasni,  2010,  Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah,  Cetakan
Kedua, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 351.
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Dalam teknik sipil atau teknik tanah, istilah reclaim atau reklamasi
juga dipakai di dalam mengusahakan agar suatu lahan yang tidak berguna
atau  kurang  berguna  menjadi  berguna  kembali  atau  lebih  berguna.
Sampai berapa jauh tingkat kegunaan ini bergantung dari sasaran yang
ingin  dicapai.  Di  dalam  pembangunan  penghunian  dan  perkotaan
adakalanya  daerah-daerah  genangan  dikeringkan  untuk  kemudian
dimanfaatkan. Bahkan wilayah laut pun dapat dijadikan daratan.14
Menurut  Pasal  1  ayat  23  Undang-Undang  No.  27  Tahun  2007
tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  ,reklamasi
adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan
manfaat  sumber  daya  lahan  ditinjau  dari  sudut  lingkungan  dan  sosial
ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.15
Pengertian  reklamasi  lainnya  adalah  suatu  pekerjaan/usaha
memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih
kosong  dan  berair  menjadi  lahan  berguna  dengan  cara  dikeringkan.
Misalnya di kawasan pantai, daerah rawa-rawa, di lepas pantai/di laut, di
tengah sungai yang lebar, ataupun di danau. Pada dasaranya reklamasi
merupakan kegiatan merubah wilayah perairan pantai  menjadi  daratan.
Reklamasi dimaksudkan upaya merubah permukaan tanah yang rendah
(biasanya  terpengaruh  terhadap  genangan  air)  menjadi  lebih  tinggi
(biasanya tidak terpengaruh genangan air).
Cara  reklamasi  memberikan  keuntungan  dan  dapat  membantu
negara/kota  dalam rangka penyediaan lahan untuk  berbagai  keperluan
14 Ibid.
15 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil
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(pemekaran kota), penataan daerah pantai, pengembangan wisata bahari,
dan lain-lain.16
Kerugian  kegiatan  Reklamasi  lebih  besar  dibandingkan  dengan
keuntungan  yang  didapat.  Perlu  diingat  bahwa  reklamasi  merupakan
bentuk  campur  tangan  (intervensi)  manusia  terhadap  keseimbangan
lingkungan  alamiah  yang  selalu  dalam  keadaan  seimbang  dinamis.
Perubahan ini akan melahirkan perubahan ekosistem seperti perubahan
pola  arus,  erosi  dan  sedimentasi  pantai.  Hal  tersebut  berpotensi
meningkatkan  bahaya  banjir,  dan  berpotensi  gangguan  lingkungan  di
daerah  lain  (sepert  pengeprasan  bukit  atau  pengeprasan  pulau  untuk
material timbunan).17
Untuk  mereduksi  dampak  semacam  itu,  diperlukan  kajian
mendalam terhadap proyek reklamasi  dengan melibatkan banyak pihak
dan  interdisiplin  ilmu  serta  didukung  dengan  upaya  teknologi.  Kajian
cermat  dan  komprehensif  diharapkan  menghasilkan  area  reklamasi
dengan  dampak  yang  seminimal  mungkin  terhadap  lingkungan  di
sekitarnya.18
Sementara itu karena lahan reklamasi berada di daerah perairan,
maka  prediksi  dan  simulasi  perubahan  hidrodinamika  saat  pra,  dalam
masa pelaksanaan proyek dan pasca reklamasi serta sistem drainasenya
juga  harus  diperhitungkan.  Karena  perubahan  hidrodinamika  dan
16 Modul Terapan Perncanaan Tata Ruang Wilayah Reklamasi Pantai, hlm. 11.
17 Ibid.
18 Ibid.
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buruknya sistem drainase ini yang biasanya berdampak negatif langsung
terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.19
Penting  untuk  dipikirkan  lagi  adalah  sumber  material  urugan.
Material  urugan  biasanya  dipilih  yang  bergradasi  baik,  artinya  secara
teknis  mampu mendukung  beban bangunan di  atasnya.  Karena  itulah,
biasanya dipilih sumber material yang sesuai dan ini akan berhubungan
dengan  tempat  galian  (quarry).  Sumber  galian  yang  biasanya  dipilih
adalah dengan melakukan pengeprasan bukit atau pengeprasan pulau tak
berpenghuni.  Hal  ini  tentunya  akan  mengganggu  lingkungan  di  sekitar
quarry. Cara lain  yang relatif  lebih  aman dapat  dilakukan dengan cara
mengambil material dengan melakukan pengerukan (dredging) dasar laut
di tengah laut dalam. Pilihlah kawasan laut dalam yang memiliki material
dasar yang memenuhi syarat gradasi dan kekuatan bahan sesuai dengan
yang diperlukan oleh kawasan reklamasi.20
E. Kerangka Pikir
Sebagaimana  dalam  Undang-Undang  No.12  tahun  2008  yang
menjelaskan bahwa hubungan eksekutif dan legislatif terdiri dari beberapa
hubungan  kerja.  Salah  satunya  yaitu,  DPRD  dengan  Kepala  Daerah
bersama-sama membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang tata
ruang  wilayah  dan  bagaimana  DPRD  dalam  mengawasi  kinerja
Pemerintah Kota terkait reklamasi yang telah lama berjalan tanpa adanya
perda yang mengatur. Hal ini disebabkan karena sifat dan pertanggung
19 Ibid.
20 Ibid.
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jawaban wewenang tiap kepala daerah atau pemerintah kota tetap berada
dalam pengawasan DPRD.
Terkait  hubungan  eksekutif  dan  legislatif  dalam  pemerintahan
adalah  sebagai  penyelenggara  daerah  yang  bermitra  kerja  dalam
membuat kebijakan daerah untuk meleksanakan otonomi daerah sesuai
fungsi masing-masing. Rancangan tata ruang wilayah merupakan suatu
kegiatan  yang  perlu  dilakukan  oleh  setiap  daerah  untuk  memberikan
kenyamanan dan keamanan termasuk menambah ataupun membenahi
fasilitas daerah/kota tertentu. Reklamasi pantai atau pengelolahan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu dari rancangan tata
ruang wilayah.  Tetapi,  dalam proses reklamasi  yang telah berjalan ada
beberapa  faktor  yang  perlu  di  perhatikan  terkait  dengan  perda  juga
dengan  beberapa  pertimbangan  seperti  izin  reklamasi  serta  dampak
lingkungan.  Dari  penjelasan  ini  skema  penulisan  dapat  digambarkan
dalam gambar kerangka konseptual sebagai berikut:
Gambar 2.1 Skema Pikir
Legislatif
eksekutif
Reklamasi 
pantai
pengawasa
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BAB III
METODE PENELITIAN
Metode penelitian  dalam bab ini  menguraikan prosedur-prosedur
yang dilakukan sehingga penelitian ini dapat terlaksana. Adapun subbab
yang  akan  diuraikan,  yaitu  lokasi  penelitian,  tipe  dan  jenis  penelitian,
informan  penelitian,  sumber  data,  teknik  pengumpulan  data,  fokus
penelitian dan teknik analisis data.
A. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kantor  DPRD  dan  Balai  Kota  di
Makassar. Tujuannya untuk mendapatkan data akurat dan menganalisa
hubungan DPRD dan Pemerintah  Kota  terkait  reklamasi  pantai  di  kota
Makassar.
B. Tipe dan Jenis Penelitian
1. Tipe Penelitian
Adapun tipe dalam penelitian ini yaitu menggunakan tipe penelitian
kualitatif.
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi
kasus (case study).  Penelitian ini  dimaksudkan untuk menelaah secara
jelas  dan  mendalam  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD  Kota
Makassar terhadap Pemerintah Kota Makassar terkait reklamasi pantai.
C. Informan Penelitian
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Informan yang diwawancarai  dalam penelitian  ditentukan secara
purposive (bertujuan), dengan melihat kesesuaian antara calon informan
dengan informasi  yang  dibutuhkan.  Artinya,  informan yang  akan  dipilih
adalah mereka yang betul-betul terlibat dalam proses reklamasi pantai di
Kota  Makassar.  Informan  tersebut  tidak  hanya  berasal  dari  lembaga
legislatif  maupun  lembaga  eksekutif,  namun  berbagai  kelompok
kepentingan juga dapat dijadikan informan. Adapun informan penelitian ini
antara lain:
1. Mantan Ketua Pansus RanPerda RTRW Kota Makassar tahun 2015
(anggota dewan) dari fraksi Partai Golkar
2. Mantan anggota Pansus RanPerda RTRW Kota Makassar  tahun
2015 (anggota dewan) dari fraksi Partai Demokrat
3. Kepala  bidang  Fisik  dan  Prasarana  Badan  Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar
4. Sekertaris Kecamatan Mariso
5. Kepala  Departemen  Advokasi  dan  Kampanye  Walhi  Sulawesi
Selatan
6. Presenter/produser Talk Show di Ve Channel (pihak media)
D. Sumber Data
Untuk mendukung validitas penelitian ini, ada dua jenis data yang
hendak dikumpulkan untuk  selanjutnya menjadi bahan analisis yakni:
1. Data  primer  merupakan  data  utama  dalam  penelitian  ini.  Data
primer diperoleh secara langsung dari  sumber data baik sebagai
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responden  maupun  informan  melalui  hasil  wawancara  dan
observasi.
2. Data sekunder berupa data-data dan informasi tidak langsung yang
diperoleh  dari  dokumen  laporan-laporan,  naskah  peraturan/
kebijakan, leaflet/ brosur, dan situs-situs yang relevan.
E. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini, yaitu:
1. Wawancara (Interview)
Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan
keterangan,  ataupun  pendapat  informan.  Untuk  itu,  model  wawancara
yang akan digunakan dalam penelitian ini,  yaitu  wawancara terstruktur,
yaitu  peneliti  menggunakan  pertanyaan-pertanyaan  yang  telah  disusun
sebelumnya berbentuk pedoman wawancara. 
2. Observasi (Observation)
Kegiatan  observasi  meliputi  pengamatan,  pencatatan  secara
sistematik kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-
hal  lain  yang  diperlukan  dalam  mendukung  penelitian  yang  sedang
dilakukan.  Observasi  dapat  juga  berupa  melakukan  penilaian  terhadap
kondisi  informan saat melakukan wawancara. Selain itu,  dilakukan juga
pengamatan langsung terhadap perkembangan reklamasi pantai sekarang
ini.
3. Studi Dokumentasi
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Analisis  dokumen  dilakukan  untuk  mengumpulkan  data  yang
bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di tempat penelitian
ataupun yang berada di luar tempat penelitian.
F. Fokus Penelitian
Berdasarkan  kerangka  pikir  di  atas,  maka  berikut  disajikan
operasional fokus penelitian ini, yaitu:
1. Pengawasan
Pengawasan dalam penelitian ini merujuk pada upaya-upaya yang
dilakukan oleh DPRD Kota Makassar dalam mengawasi reklamasi pantai
Kota  Makassar  berdasarkan  hak-hak  yang  dimilikinya.  Pengawasan
tersebut  dianalisis  berdasarkan  sebelum  dan  sesudah  disahkannya
RanPerda RTRW Kota Makassar pada tahun 2015.
2. Reklamasi Pantai
Reklamasi  pantai  dalam  penelitian  ini  merujuk  pada  kegiatan
perluasan  lahan  berupa  penimbunan  laut  untuk  kepentingan  Kawasan
Bisnis Global  Center  of  Indonesia (COI)  yang dikelola oleh Pemerintah
Provinsi  Sulawesi  Selatan, namun di sisi  lain kawasan tersebut berada
pada wilayah Kota Makassar sehingga pihak provinsi membutuhkan izin
prinsip dari Pemerintah Kota Makassar.
G. Teknik Analisis Data
Peneliti  menggunakan model  analisis  data  di  bawah ini  (Bungin,
2003: 69).
Pengumpulan Data Penyajian Data
Reduksi Data
Kesimpulan Penggambaran/ 
Verifikasi Data
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         Gambar 2. Analisis Data Miles dan Haberman
1. Reduksi Data
Reduksi data, dilakukan dengan merangkum keseluruhan data-data
yang  telah  dikumpulkan  lalu  memilah-milahnya.  Data-data  yang  telah
dikumpulkan  kemudian  dipilah-pilah  sesuai  dengan  rumusan  masalah
dalam penelitian ini.
2. Penyajian Data
Penyajian  data  dalam penelitian  ini  dilakukan setelah  data  yang
telah  direduksi  kemudian  ditempatkan  dan  dianalisis  lebih  jauh
berdasarkan permasalahan yang hendak dijawab. 
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
Setelah  penyajian  data  dilakukan,  selanjutnya  akan  ditarik
kesimpulan berdasarkan rumusan masalah.
H. Pengabsahan Data
Adapun  teknik  penjamin  keabsahan  data  yang  digunakan  oleh
peneliti,  yaitu  triangulasi  data.  Triangulasi  data adalah  menggali
kebenaran  informasi  tertentu  melalui  berbagai  metode  dan  sumber
perolehan  data.  Misalnya,  selain  melalui  wawancara  dan  observasi,
peneliti  bisa  menggunakan  observasi  terlibat  (participant  obervation),
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dokumen  tertulis,  arsif,  dokumen  sejarah,  catatan  resmi,  catatan  atau
tulisan  pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara  itu akan
menghasilkan  bukti  atau  data  yang  berbeda,  yang  selanjutnya  akan
memberikan  pandangan  (insights)  yang  berbeda  pula  mengenai
fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan
pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.
BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Kota Makassar
Awal   kota  dan  bandar  makassar  berada  di  muara  sungai  tallo
dengan pelabuhan niaga kecil di wilayah itu pada penghujung abad XV.
sumber  portugis  memberitakan  bahwa  bandar  tallo  awalnya  berada  di
bawah kerajaan siang di sekitar pangkajene. pada pertengahan abad XVI,
tallo  bersatu dengan kerajaan kecil  lainnya  bernama gowa, dan mulai
melepaskan diri dari kerajaan siang dan menaklukkan kerajaan-kerajaan
sekitarnya. akibat semakin intensifnya kegiatan pertanian di hulu sungai
tallo  mengakibatkan  pendangkalan  sungai  tallo,  sehingga  bandarnya
dipindahkan ke muara sungai jeneberang, disinilah terjadi pembangunan
kekuasaan kawasan istana oleh para ningrat gowa-tallo yang kemudian
membangun  pertahanan  benteng  somba  opu,  yang  seratus  tahun
kemudian menjadi wilayah inti kota makassar.
Pada  masa  pemerintahan  raja  gowa  XVI  didirikan  benteng
rotterdam,  pada  masa  itu  terjadi  peningkatan  aktivitas  pada  sektor
perdagangan lokal, regional dan internasional, sektor politik serta sektor
pembangunan fisik oleh kerajaan. masa itu merupakan puncak kejayaan
kerajaan  gowa,  namun  dengan  adanya  perjanjian  bungaya
menghantarkan kerajaan gowa pada awal  keruntuhan.  komoditi  ekspor
utama  makassar  adalah  beras,  yang  dapat  ditukar  dengan  rempah-
rempah  dari  maluku  maupun  barang-barang  manufaktur  asal  timur
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tengah, india dan cina di nusantara barat. dari laporan saudagar portugal
maupun  catatan-catatan  lontara  setempat,  diketahui  bahwa  peranan
penting  saudagar  melayu  dalam  perdagangan  yang  berdasarkan
pertukaran  hasil  pertanian  dengan  barang-barang  impor dengan
menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya, yang pada umumnya
berbasis  agraris,  maka  makassar  menguasai  kawasan  pertanian  yang
relatif luas dan berusaha pula untuk membujuk para saudagar di kerajaan
sekitarnya  agar  pindah  ke  makassar,  sehingga  kegiatan  perdagangan
semakin terkonsentrasi di bandar niaga baru makassar.
Hanya dalam seabad saja, makassar menjadi salah satu kota niaga
terkemuka dunia yang dihuni  lebih 100.000 orang (kota terbesar ke 20
dunia). pada zaman itu jumlah penduduk amsterdam, yang termasuk kota
kosmopolitan  dan  multikultural  baru  mencapai  sekitar  60.000  orang.
perkembangan  bandar  makassar  yang  demikian  pesat  itu,  berkat
hubungannya dengan perubahan-perubahan pada tatanan perdagangan
internasional  masa  itu.  pusat  utama  jaringan  perdagangan  di  malaka
ditaklukkan  oleh  portugal  pada  tahun  1511,  demikian  di  jawa  semakin
berkurang mengikuti  kekalahan armada lautnya di  tangan portugal  dan
pengkotak-kotakan  dengan  kerajaan  mataram.  bahkan  ketika  malaka
diambil  alih  oleh  kompeni  dagang  belanda  (VOC)  pada  tahun  1641,
banyak pedagang portugis ikut pindah ke makassar.
Sampai  pada  pertengahan  abad  ke-17,  makassar  berupaya
merentangkan kekuasaannya ke sebagian besar indonesia timur dengan
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menaklukkan  pulau  selayar  dan  sekitarnya,  kerajaan-kerajaan  wolio  di
buton, bima di sumbawa, banggai dan gorontalo di sulawesi bagian timur
dan  utara  serta  mengadakan  perjanjian  dengan  kerajaan-kerajaan  di
seram dan pulau-pulau lain di maluku. secara internasional, sebagai salah
satu  bagian  penting  dalam  dunia  islam,  sultan  makassar  menjalin
hubungan  perdagangan  dan  diplomatik  yang  erat  dengan  kerajaan-
kerajaan  Banten  dan  Aceh  di  Indonesia  Barat,  Golconda  di  India  dan
kekaisaran Otoman di Timur Tengah.
Hubungan Makassar dengan dunia Islam diawali dengan kehadiran
Abdul Ma'mur Khatib Tunggal atau Dato' Ri Bandang yang berasal dari
minangkabau, sumatera barat yang tiba di tallo (sekarang makassar) pada
bulan  september  1605.  beliau  mengislamkan  raja  gowa  ke-XIV  I-
Mangngarangi  Daeng  Manrabia  dengan  gelar  Sultan  Alauddin
(memerintah tahun 1593-1639), dan dengan Mangkubumi I-Mallingkaang
Daeng Manyonri Karaeng Katangka yang juga sebagai Raja Tallo. Kedua
raja ini, yang mulai memeluk agama Islam di sulawesi selatan.
Pada  tanggal  9  nopember  1607,  tepatnya  hari  jum’at,  diadakan
shalat jum’at pertama di mesjid tallo dan dinyatakan secara resmi bahwa
penduduk kerajaan gowa-tallo telah memeluk agama islam, pada waktu
bersamaan pula, diadakan shalat jum’at di mesjid mangallekana di somba
opu.  tanggal  inilah  yang  selanjutnya  diperingati  sebagai  hari  jadi  kota
makassar sejak tahun 2000,  yang sebelumnya hari  jadi  kota makassar
diperingati pada tanggal 1 april setiap tahunnya.
37
Selama  dikuasai  VOC,  makassar  menjadi  sebuah  kota  yang
terlupakan,  maupun  para  penjajah  kolonial  pada  abad  ke-19  itu  tak
mampu menaklukkan jazirah sulawesi selatan yang sampai awal abad ke-
20  masih  terdiri  dari  lusinan  kerajaan  kecil  yang  independen  dari
pemerintahan asing, bahkan sering harus mempertahankan diri terhadap
serangan  militer  yang  dilakukan  kerajaan-kerajaan  itu.  maka,  'kota
kompeni'  itu  hanya  berfungsi  sebagai  pos  pengamanan  di  jalur  utara
perdagangan  rempah-rempah  tanpa  hinterland   bentuknya  pun  bukan
'bentuk kota', tetapi suatu aglomerasi kampung-kampung di pesisir pantai
sekeliling fort rotterdam.
Pada  awal  abad  ke-20,  belanda  akhirnya  menaklukkan  daerah-
daerah  independen  di  sulawesi,  makassar  dijadikan  sebagai  pusat
pemerintahan  kolonial  indonesia  timur.  tiga  setengah  dasawarsa
neerlandica, kedamaian di bawah pemerintahan kolonial itu adalah masa
tanpa  perang  paling  lama  yang  pernah  dialami  sulawesi  selatan,  dan
sebagai  akibat  ekonominya  berkembang  dengan  pesat.  penduduk
makassar dalam kurun waktu itu meningkat sebanyak tiga kali lipat, dan
wilayah  kota  diperluas  ke  semua penjuru.  dideklarasikan  sebagai  kota
madya  pada  tahun  1906,  makassar  tahun  1920-an  adalah  kota  besar
kedua  di  luar  jawa  yang  membanggakan  dirinya  dengan  sembilan
perwakilan asing,  sederetan panjang toko di  tengah kota yang menjual
barang-barang mutakhir dari seluruh dunia dan kehidupan sosial-budaya
yang dinamis dan kosmopolitan.
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Perang dunia kedua dan pendirian republik  indonesia sekali  lagi
mengubah wajah makassar. hengkangnya sebagian besar  warga asing
pada tahun 1949 dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pada
akhir  tahun  1950-an  menjadikannya  kembali  sebuah  kota  provinsi.
bahkan, sifat asli makassar pun semakin menghilang dengan kedatangan
warga  baru  dari  daerah-daerah  pedalaman  yang  berusaha
menyelamatkan  diri  dari  kekacauan  akibat  berbagai  pergolakan  pasca
revolusi.  antara  tahun  1930-an  sampai  tahun  1961  jumlah  penduduk
meningkat dari kurang lebih 90.000 jiwa menjadi hampir 400.000 orang,
lebih daripada setengahnya pendatang baru dari wilayah luar kota.
Makassar  sebagai  nama  kota  dimasa  pemerintahan  Republik
Indonesia  berubah  menjadi  ujung  pandang   sejalan  dengan  perluasan
wilayah  dari  ±  21  km²  menjadi  ±  175,77  km²   berdasarkan  peraturan
pemerintah nomor 51 tahun 1971 tentang perubahan batas-batas daerah
kota  madya  makassar  dan  kabupaten-kabupaten  gowa,  maros  dan
pangkajene dan kepulauan dalam lingkungan daerah propinsi  sulawesi
selatan pada tanggal 31 agustus 1971.
Kemudian  kota  ini  dinamakan  kembali  menjadi  makassar  pada
tanggal  13 oktober  berdasarkan peraturan pemerintah  nomor 86 tahun
1999  tentang  perubahan  nama  kota  ujung  pandang  menjadi  kota
makassar dalam wilayah propinsi sulawesi selatan menjadi kota makassar
sebagai  wujud  keinginan  masyarakat  yang  mendapat  dukungan  dprd
bersama pemerintah kota. 
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B. Gambaran Umum Kota Makassar
Kota  Makassar  merupakan  ibu  Kota  Provinsi  Sulawesi  Selatan
yang posisinya strategis karena menjadi pintu dari wilayah kawasan barat
ke wilayah kawasan timur Indonesia. Kota Makassar merupakan daerah
pantai yang datar dengan kemiringan 0-5derajat ke arah barat, diapit dua
muara sungai yakni sungai tallo dan sungai jeneberang. Ketinggian kota
bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Luas wilayah perairan
kurang lebih 175,77 km
2
daratan, termasuk 11 pulau di selat makassar
dan luas wilayah perairan kurang lebih 100 km
2
.
Jumlah  penduduk  kota  makassar  sebesar  1.339.374  jiwa.
Penduduk ini tersebar dalam 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan.
Diantara  kecamatan  tersebut,  ada  tujuh  kecamatan  yang  berbatasan
dengan pantai yaitu kecamatan tamalate, mariso, wajo, ujung tanah, tallo,
tamalanrea dan biringkanaya. Pada umumnya, penduduknya beragama
islam  yang  terdiri  atas  berbagai  etnis  yang  di  dominasi  oleh  suku
makassar dan bugis serta suku toraja, mandar. Buton, tionghoa, jawa dan
sebagainya.
1. Konstalasi Politik Lokal Kota Makassar
Meskipun masyarakat makassar mayoritas beragama islam, namun
dalam konstalasi politik lokal, partai – partai berbasis ideologi sekuler dan
nasionalis  memegang peranan kuat.  Sejak orde baru provinsi  sulawesi
selatan termasuk kota makassar dikenal sebagai daerah basis tradisional
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partai  golkar.  Kondisi  ini  berlanjut  hingga  orde  reformasi.  Hal  ini  tidak
dapat dipisahkan dari  fakta besarnya peran tokoh masyarakat Sulawesi
Selatan terhadap keberadaan Golkar. Sebagai contoh Yasin Limpo ayah
dari  gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo adalah salah satu
pendiri Golkar dan seorang tokoh masyarakat yang sangat dihormati Di
Sulawesi  Selatan.  Contoh  lain  adalah  H.  Jusuf  Kalla  dan  H.  M.  Aksa
Mahmud, dua tokoh Sulawesi Selatan yang juga merupakan tokoh Golkar.
Pada pemilu legislatif tahun 2009 Di Kota Makassar berdasarkan
sebaran  parpol  dan  perolehan  kursi  diketahui  bahwa  pemenangnya
adalah  partai  Golkar  dengan  9  kursi,  disusul  partai  demokrat,  partai
demokrasi kebangsaan, partai amanat nasional, partai keadilan sejahtera
dengan  masing  –  masing  5  kursi,  dan  seterusnya.  Pada  pemilu  2009
tersebut,  daftar  pemilih  tetap  adalah  sebanyak  1.016.799  orang  yang
menyumbangkan  jumlah  suara  sah  dalam  pemilu  sebanyak  530.978
orang. Ada 13 partai politik pemenang kursi DPRD yang jika jumlah suara
sahnya di tambahkan adalah sebanyak 76,76% dari  jumlah suara yang
masuk. 
Tabel 4.1 Perolehan Kursi Parpol Di DPRD Kota Makassar
Tahun 2004-2009
No
. Partai Politik
Peroleha
n kursi (%)
Jumlah
Suara
Sah
Parpol
DI DPRD
(%)
1. Partai Golongan Karya 9 18 100.195 18,87
2. Partai Demokrat 5 10 83.865 15,80
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3. Partai Demokrasi Kebangsaan 5 10 34.233 6,45
4. Partai Amanat Nasional 5 10 37.000 6,97
5. Partai Keadilan Sejahtera 5 10 31.742 5,98
Lanjutan Tabel 4.1 Perolehan Kursi…
No
. Partai Politik
Peroleha
n kursi (%)
Jumlah
Suara
Sah
Parpol
DI DPRD
(%)
6. Partai Hati Nurani Rakyat 3 6 18.578 3,50
7. Partai Gerakan Indonesia Raya 3 6 18.239 3,43
8. Partai Persatuan Pembangunan 3 6 18.651 3,51
9. Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan 2 4 16.533 3,11
10. Partai Bulan Bintang 1 2 13.460 2,53
11. Partai Bintang Reformasi 1 2 12.693 2,39
12. Partai Karya Perjuangan 1 2 87.62 1,65
13. Partai Damai Sejahtera 1 2 14.177 2,67
Total 50 100 408.128
76,7
6
      Sumber : Diolah dari  “Pemnyumbang Lidah Rakyat : Profil Anggota DRPD Kota
Makassar Tahun 2009-2014”. KPU Kota Makassar. 2009. Hal. 137-139.
Preferensi  politik  kota  makassar  adalah  Partai  –  Partai  berbasis
sekuler  dan  nasionalis.  Ke-13  Partai  pemegang  kursi  ini  kemudian
membentuk  7  fraksi  di  DPRD,  yakni  fraksi  Partai  Golkar  dengan  11
anggota,  fraksi  Partai  Demokrat  dengan  9  anggota,  Fraksi  Makassar
bersatu  yang  jumlah  kursinya  sama  dengan  fraksi  Partai  Demokrat,
adalah  Fraksi  Gabungan  yaitu  Partai  Gerindra,  PDI-Perjuangan,  Partai
Damai Sejahtera, Partai Bulan Bintang, Partai Bintang Reformasi, Partai
Karya Perjuagan dan seterusnya.
Tabel 4.2 Anggota DPRD Kota Makassar Menurut Fraksi Januari s/d
Desember 2010
No. Fraksi Jumlah Anggota
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1. Fraksi Partai Golongan Karya 11
2. Fraksi Partai Demokrat 9
3. Fraksi Amanat Nasional 5
Lanjutan Tabel 4.2 Anggota DPRD…
No. Fraksi JumlahAnggota
4. Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan 5
5. Fraksi Keadilan Sejahtera 5
6. Fraksi Makassar Bersatu 9
7. Fraksi Persatuan Nurani 6
Total 50
Sumber : BPS “Makassar dalam Angka 2011”.
Dari mapping anggota DPRD periode tersebut berdasarkan buku
terbitan KPU kota Makassar tahun 2009 yakni “Penyambung Lidah Rakyat
: Profil Anggota DPRD Kota Makassar tahun 2009 – 2014” maka diketahui
bahwa berdasarkan latar belakang pekerjaan sebelum menjadi anggota
DPRD adalah paling banyak dari pengusaha sebanyak 13 orang (26%).
Karyawan swasta sebanyak 12 orang (22%), wiraswasta dan LSM masing
– masing sebanyak 3 orang (6%),  imam masjid  dan tanpa keterangan
masing – masing sebanyak 2 orang (4%),  serta  konsultan,  pengacara,
politisi  dan  jurnalis  yang  masing  –  masing  sebanyak  1  orang  (2%).
Sebenarnya,  buku  tersebut  juga  mencatat  adanya  anggota  DPRD
pertahanan yang juga berstatus pengusaha. Jika data terkait pengusaha
ini di gabungkan maka presentase pengusaha dalam DPRD masih lebih
besar yakni 18 orang (36%).
Pada  pemilihan  legislatif  2014  –  2019  dari  5  dapil  terpilih   50
anggota DPRD Kota Makassar dari dapil 1 meliputi Kecamatan Makassar,
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Ujung  Pandang  dan  Rappocini  terpilih  9  anggota  DPRD,  dari  dapil  2
meliputi  kecamatan Wajo,  Bontoala,  Tallo  dan Kecamatan Ujung Tanah
terpilih 10 anggota DPRD, dari dapil 3 meliputi kecamatan Biringkanaya
dan  Tamalanrea  terpilih  10  anggota  DPRD,  dari  dapil  4  meliputi
kecamatan panakukang dan manggala terpilih 10 anggota DPRD dan dari
dapil 5 meliputi kecamatan Mariso, Mamajang dan tammalate terpilih 11
anggota DPRD.
Tabel 4.3 Anggota DPRD Kota Makassar Periode 2014 s/d 2019
No. NAMA PARPOL
Dapil 1 
1. H. Irwan Djafar, SE NASDEM
2. Mudzakkir Ali Djamil, ST PKS
3. H. M. Munir Mangkana, SH PDIP
4. Ir. Farouk M. Betta, MM GOLKAR
5. Erik Horas, SE GERINDRA
6. Drs. H. Agung Wirawan DEMOKRAT
7. H. Zaenal DG. Betta, S.Sos, M.Si PAN
8 Fasruddin Rusli, SE PPP
9. Mustagfir Sabry, S.Ag, M.Si HANURA
Dapil 2
1. Rudianto Lallo, SH NASDEM
2. Irwan, ST PKS
3. William PDIP
4. H. Abdul Wahab Tahir, SH GOLKAR
5. H. Saharuddin Said, SE GOLKAR
6. A. Pahlevi, SE GERINDRA
7. Basdir, SE DEMOKRAT
8. Hj. Fatma Wahyuddin, ST, MM DEMOKRAT
9. H. Sampara Sarip, SH PPP
10. DR. H. M. Yunus H J, M.Si HANURA
Dapil 3
1. Mario David P N, S.Sos NASDEM
2. H. Muhammad Iqbal PKS
3. Melani Mustari, SE GOLKAR
4. Drs. H. Andi Hasir H S, MI. Kom GOLKAR
5. Hj. Lisdayanti Sabri GERINDRA
6. Abdi Asmara, SH DEMOKRAT
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7. H. Syarifuddin, SE DEMOKRAT
8. H. Sangkala Saddiko, SH PAN
9. Abdul Wahid, S.Sos PPP
10. Andi Abdul Kadir, SE HANURA
Dapil 4
1. Supratman NASDEM
Lanjutan Tabel 4.3 Anggota DPRD…
No. NAMA PARPOL
2. Hj. Haslinda, S.Sos, M.si PKS
3. Mesakh Raymond Rantepadang, SH PDIP
4. H. Samsuddin Kadir, SE GOLKAR
5. Rahman Pina, S.IP GOLKAR
6. Drs. Amar Bustanul GERINDRA
7. Adi Rasyid Ali, SE DEMOKRAT
8. Hamzah Hamid, S.Sos, MM PAN
9. Ir. H. Abdul Aziz Namu, SE, M.Si PPP
10. H. Jufri HANURA
Dapil 5
1. Indira Mulyasari Paramastuti Ilham NASDEM
2. Yeni Rahman, S.Si PKS
3. Andi Vivin Sukmasari, SE, ST PDIP
4. Ir. A. Nurman M, M.Si GOLKAR
5. Ir. Mustafa Alwi GERINDRA
6. Susuman Halim, SE DEMOKRAT
7. Hasanuddin Leo, SE, M.Si.Ak PAN
8. H. Busranuddin BT, SE PPP
9. Shinta Mashita Molina, A. MD HANURA
10. DR. Muh. Said, MM PBB
11. Arifin Dg. Kulle, SE PKPI
    Sumber: Arsip DPRD Kota Makassar, 2014.
Pada  pemilihan  umum  legislatif  anggota  DPRD  Kota  Makassar
Partai  Golkar  masih  menjadi  pemenang  dengan  lolosnya  8  anggota
partainya  disusul  oleh  Partai  Demokrat  7  anggota  selanjutnya  Partai
Nasdem, PKS, Gerindra, PPP, Hanura masing – masing 5 anggota dan
PDIP 4 anggota, PAN 4 anggota, PBB 1 anggota, serta PKPI 1 anggota.
Ketua  DPRD kota  makassar  untuk  periode  2014-  2019   adalah
Farouk M. Beta dari Partai Golkar, Wakil Ketua Satu Adi Rasyid Ali dari
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Partai Demokrat, Wakil Ketua Dua dari Partai Gerindra, dan Wakil Ketua
Tiga Indira Mulyasari Pramastuti Ilham dari Partai Nasdem.
2. Aktor Politik di Kota Makassar
Posisi  Kota  Makassar yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi
Selatan  membuat  Kota  Makassar  dipenuhi  oleh  politisi  ulung.  Kota
makassar  merupakan  daerah  basis  tradisional  partai  golkar  yang
pengaruhnya hingga ke Jakarta. Nama – nama politisi lokal dari makassar
yang kemudian merambah ke Jakarta menjadi politisi nasional, misalnya
Jusuf  Kalla,  Aksa  Mahmud,  Alifian  Mallarangeng,  dan  masih  banyak
lainnya.  Secara  umum  para  politisi  nasional  dari  sulawesi  selatan
menempa diri bertahun – tahun dalam kancah politik lokal baik di tingkat
kabupaten/kota  maupun  provinsi.  Kawah  candradikuma  terbaik  untuk
penempaan politisi lokal adalah di Kota Makassar.
a. Syahrul Yasin Limpo (SYL)
Syahrul  yasin  limpo  merupakan  Gubernur  Sulawesi  Selatan
hingga sekarang dan juga merupakan ketua DPD I Partai Golkar untuk
Sulawesi Selatan. SYL lahir di Ngawing, Makassar pada tanggal 15 maret
1995 dan merupakan anak kedua dari  pasangan H.  Muh.  Yasin Limpo
dengan  Hj.  Nurhayati  Yasin  Limpo.  Pendidikan  tinggi  dimulainya  dari
jenjang S1 hingga S3 Di Universitas Hasanuddin. SYL pernah menjabat
sebagai  bupati  gowa  selama  dua  periode,  kemudian  menjabat  wakil
gubernur sulsel selama satu periode mendampingi Muhammad Al Amin
Syam. SYL berasal  dari  keluarga Limpo yang dapat  dikatakan sebagai
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dinasti politik lokal Sulawesi Selatan. Ayah dari SYL, Yasin limpo adalah
seorang  tokoh  masyarakat  terkenal  sulawesi  selatan  dan  istrinya  juga
pernah duduk menjadi anggota DPR dari fraksi Golkar selama 2 periode
serta  keluarga yang lainnya menempati  posisi  strategis  untuk Sulawesi
Selatan.  Saat  ini  bisa  dikatakan  bahwa  klan  yasin  limpo  sangat
berpengaruh di sulawesi selatan.
SYL lama berkecimpung diberbagai organisasi mulai politik hingga
birokrasi  pemerintahan.  Pengalaman  organisasinya  adalah  Sekertaris
DPP KNPI Sulsel tahun 1990-1993, ketua DPP AMPI Sulsel tahun 1993-
1998, Sekertaris DPP Golkar sulsel tahun 1993-1998, wakil ketua APKASI
Pusat, Ketua FKPPI Sulsel tahun 2004-2008, Ketua FORKI Sulsel tahun
2004-2008, Ketua Kwarda Gerakan pramuka tahun 2004-sekarang, Ketua
KOSGORO 57  sejak  tahun  1998,  ORARI  Sulsel,  Ketua  DPD I  Golkar
Sulsel tahun 2009-Sekarang.
Sedangkan  pengalaman  kerja  SYL  adalah  PNS  tahun  1980,
Kepala seksi tata kota tahun 1982, kepala sub bagian perangkat IV dan V
para  biro  pemerintahan  umum  tahun  1983,  kepala  wilayah  Kec.
Bontonompo  Kab.  Gowa  tahun  1984,  Kepala  bagian  pemerintahan
Setwilda Tk. I Sulsel tahun 1987, Kepala bagian pembangunan Setwilda
Tk. I  Sulsel tahun 1988, Kepala bagian urusan generasi muda dan OR
Setwilda  Tk.  Gowa  tahun  1989,  Sekertaris  wilayah  daerah  Tk.  II  Kab.
Gowa tahun 1991, Kepala Biro Humas Setwilda Tk. I Sulsel tahun 1993,
Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Gowa tahun 1991, Kepala Biro Humas
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Setwilda Tk. Tahun 1993, Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Gowa tahun
1994-2002,  Wakil  Gubernur  Sulsel  tahun  2003-2008,  Gubernur  Sulse
tahun 2008 sampai sekarang.
b. Ilham Arif Sirajuddin (IAS)
IAS lahir Di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan pada tanggal 16
September  1965  dari  anak  pasangan  Arief  Sirajuddin  dan  Hj.  Djohra.
Ayahnya bekas militer dan pejabat daerah. Istri  IAS bernama Hj. Aliyah
Mustika Abdullah, SE sedangkan anaknya 4 orang yakni Amirul Yasmin
Ramadhanysah, Zulfikar Nur Alamsyah, St. Hamsinah Khaerunnisa, dan
St. Mukhlisatul Amalia. Pendidikan tertingginya adalah S3.
Karir politik Ilham Arif Sirajuddin (IAS) dimulai dari Golkar. Beliau
pernah menjabat wakil bendahara DPD II Golkar Makassar (1992-1997),
Ketua Biro Pemuda dan Olahraga DPD I Golkar Sulawesi Selatan 1998-
2001,  Ketua  DPD.  Partai  Golkar  Kota  Makassar  (2001-2008),  anggota
DPRD  Sulawesi  Selatan  (1999-2004),  Ketua  Kompartemen  Koperasi
KADIN Sulsel (1999-2004), ketua Kompartemen Sulsel (1999-sekarang),
walikota  makassar  (2003-2008  dan  2008-2013),  ketua  DPD  I  Partai
Demokrat Sulawesi Selatan (2010-2015).
Selain  Memiliki  karir  di  dunia  politik,  IAS  juga  berkecimpung  di
sektor  lainnya.  Sejak tahun 1992 – 1999,  IAS merupakan Direktur  PT.
Mustika Pratama Persada, menjabat Sekertaris Umum REI Sulsel (1995-
1999), Pengelola PSM Makassar sejak 1995, Ketua Harian AMPI Sulsel
sejak 2000, Ketua IKA UMI Makassar, Anggota Kehormatan Sabuk Hitam
Inkanas Forki Makassar, Anggota Makassar Tiger Club Sulawesi Selatan,
Pembina PBVSI Kota Makassar, dan Ketua HDCI Makassar (2010-2013).
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c. Moh. Ramdhan Pomanto (Danny Pomanto)
Danny Pomanto lahir Di makassar 30 Januari 1964 yang berlatar
belakang pendidikan Teknik Arsitektur berumur 51 tahun adalah Walikota
Makassar  yang  menjabat  sejak  8  mei  2014.  Danny  pomanto  yang
berpasangan dengan Syamsu Rizal  dan diusung oleh  Partai  Demokrat
dan  PBB  ini  keluar  sebagai  pemenang  Pilkada  Kota  Makassar  2013
dengan  perolehan  suara  182.484  atau  31,  18  persen  mengungguli  9
pasangan lainnya.
Danny menggantikan posisi  yang sebelumnya dijabat  oleh Ilham
Arief Sirajuddin dan ia adalah seorang arsitek yang cukup diperhitungkan
karyanya di sulawesi. Meskipun pengalaman politik dan organisasi Danny
Pamanto  tidak  seluas  Ilham  Arif  Sirajuddin  namun  ia  mampu  menarik
perhatian masyarakat kota makassar hingga saat ini. 
d. Walikota – walikota makassar
Tabel  4.4 Walikota-Walikota Makassar
No
. Nama Walikota Masa Jabatan
Hindia Belanda (Netherlands Indies)
1. J. E. Dambrink 15-8-1918 1927
2. J.H. De Groot 1927 1931
3. G. H. J. Beikenkamp 1931 1932
4. Ir.F. C. Van Lier 1932 1933
5. Ch. H. Ter Laag 1933 1934
6. J. Leewis 1934 1936
7. H. F. Brune 1936 1942
Pendudukan Jepang
1. B. Yamasaki 1942 -5-1945
2. Nadjamuddin Dg. Malewa -5-1945 11-9-1945
Lanjutan Tabel 4.4 Walikota…
No
. Nama Walikota Masa Jabatan
Netherlands Indies Civiel Administration (NICA)
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1. H. F. Brune 11-9-1945 1945
2. D. M. Van Zwieten 1945 24-12-1946
Negara Indonesia Timur (N.I.T)
1. ABD. Hamid Dg. Magassing 24-12-1946 27-12-1949
2. C. Salawati 27-12-1949 17-8-1950
Negara Kesatuan Republik Indonesia
1. I. M. Qaimuddin 17-8-1950 1951
2. J. Mewengkang 1951 1951
3. Sampara Dg. Lili 1951 -1-1952
4. Ahmad Dara Sjahruddin -1-1952 15-5-1956
5. M. Junus Dg. Mile 15-5-1956 7-1-1958
6. A. Latif Dg. Massikki 7-1-1958 6-2-1960
7. Aroeppala 6-2-1960 8-5-1965
8. M. Dg. Patompo (Pejabat Sementara) 8-5-1965 12-7-1965
9. M. Dg. Patompo 12-7-1965 18-7-1970
10. H. M. Dg. Patompo (Pejabat Sementara) 18-7-1970 14-7-1973
11. H. M. Dg. Patompo 14-7-1973 4-7-1978
12. Abustam 4-7-1978 4-7-1983
13. Drs. M. Parawansa (Pejabat Sementara) 4-7-1983 8-8-1983
14. Jancy Raib 8-8-1983 8-8-1988
15. Suwahyo 8-8-1988 8-8-1993
16. Suwahyo (Pejabat Sementara) 8-8-1993 15-11-1993
17. H. A. M. Ghalib, S.H (Pejabat Sementara)
15-11-
1993 21-2-1994
18. H. A. Malik B. Masry, SE, M.Si. 21-2-1994 8-5-1999
19. Drs. H. B. Amiruddin Maula, SH, M.Si 8-5-1999 8-5-2004
20. Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM 8-5-2004 8-6-2008
21. Ir. H. Andi Herry Iskandar (Pejabat Sementara) 8-6-2008 8-1-2009
22. Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM 8-1-2009 8-5-2014
23. Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto 8-5-2014 Sekarang
Sumber: Arsip Kota Makassar, 2014.
C. Reklamasi Pantai Di Kota Makassar
Peraturan  daerah  Kota  Makassar  terkait  Reklamasi  pantai  telah
disahkan  oleh  DPRD  Kota  Makassar  pada  tanggal  21  Agustus  2015.
Peruntukan pembangunan di lahan yang direklamasi ini sebagai kawasan
perdagangan dan jasa, kawasan pelabuhan, kawasan industri, kawasan
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RTH, kawasan perkantoran, kawasan pergudangan dan kawasan energi
center sebagai salah satu tujuan pengembangan bisnis.
Perda  tata  ruang  dan  wilayah  (RTRW)  di  sahkan  oleh  DPRD
dengan memperhatikan poin yang harus dijalankan oleh pemerintah yaitu
pertama, seluruh produk reklamasi yang terjadi di makassar adalah tanah
miliki negara, dikuasai oleh negara dan dikendalikan oleh negara. Kedua,
reklamasi hanya boleh dilakukan oleh pemerintah atas nama pemerintah
dan  pengendaliannya  juga  diserahkan  ke  pemerintah.  Ketiga,  perda
tersebut tidak berlaku surut dan tidak memberikan legitimasi atas seluruh
aktivitas  yang  ada  sepanjang  garis  pantai  kota  makassar.  Ke-empat,
pemberlakuan sanksi pidana tidak hanya orang perorang, badan hukum
melainkan  pejabat  yang  berwenang  memberikan  izin  jika  melanggar
aturan juga akan dikenakan sanksi pidana.
Dalam reklamasi pantai tersebut di butuhkan dana sampai berpuluh
– puluh triliun rupiah maka dari pemerintah menggandeng investor dalam
pembangunannya.  Beberapa  investor yang sudah menimbun pantai  di
kota makassar yaitu PT. Laburino, PT.Vacra Artha Manika, PT. Pelaksana
Jaya Mulia, PT. Sinar Amalia Pratama, PT. Asindo, PT. Mariso Indoland,
PT. Puncak Bumi Gemilang, PT. Mega Surya Nusa Lestari,  PT. Central
Cipta  Bersama,  PT. Kibar  Makassar  Bisnisland,  PT. Bosowa  Property,
Center  Point  of  Indonesia,  PT. GMTD dan lain  – lain.  Berikut  rencana
induk  Reklamasi Pantai di Kota Makassar :
Gambar 4.1 Pengembangan COI
& Pengembangan Kawasan Kota Makassar
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Sumber  :  Presentasi  Seminar  sosialisasi  Perpres No.12  Tahun 2012 Di  Hotel  Grand
Clarion, 6 Maret 2013 oleh Danny Pomanto. Hal.129
Gambar 2. RDTR Kawasan Reklamasi Utara Makassar
Sumber : Presentasi Seminar sosialisasi Perpres No.12 Tahun 2012 Di Hotel Grand
Clarion, 6 Maret 2013 oleh Danny Pomanto. Hal.133
Gambar 3. RDTR Kawasan Reklamasi Barat Makassar
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Sumber :  Presentasi  Seminar sosialisasi  Perpres No.12 Tahun 2012 Di  Hotel  Grand
Clarion, 6 Maret 2013 oleh Danny Pomanto. Hal.134
Gambar 4. RDTR Kawasan Reklamasi Selatan Makassar
Sumber :  Presentasi  Seminar sosialisasi  Perpres No.12 Tahun 2012 Di  Hotel  Grand
Clarion, 6 Maret 2013 oleh Danny Pomanto. Hal.135
Gambar 5.  RDTR Kawasan Reklamasi  Pesisir Makassar
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Sumber :  Presentasi  Seminar sosialisasi  Perpres No.12 Tahun 2012 Di  Hotel  Grand
Clarion, 6 Maret 2013 oleh Danny Pomanto. Hal.138
D. Karakteristik Informan
Teknik penentuan informan dalam penelitian ini  dilakukan secara
purposive,  yaitu  informan dipilih  berdasarkan  tujuan tertentu.  Informan-
informan  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  merupakan  informan  yang
menurut peneliti mampu menggambarkan hubungan antara legislatif dan
eksekutif  di  Kota  Makassar  dalam  proses  penerapan  reklamasi  pantai
yang  sampai  hari  ini  masih  berjalan.  Betuk  hubungan  tersebut  dapat
dilihat  dari  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD  Kota  Makassar
sebagai lembaga legislatif terhadap Pemerintah Kota Makassar sebagai
lembaga eksekutif dalam implementasi reklamasi pantai di Kota Makassar.
Adapun  karakteristik  informan-informan  dalam  penelitian  ini,  sebagai
berikut:
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1. Abdul Wahab Thahir
Abdul  Wahab  Thahir  adalah  salah  satu  anggota  DPRD  Kota
Makassar. Legislator asal Partai Golkar ini terpilih sebagai Ketua Pansus
(Panitia  Khusus)  Rancangan  Peraturan  Daerah  Tata  Ruang  Wilayah
(RanPerda  RTRW)  Kota  Makassar  pada  tahun  2015.  Saat  ini  Perda
RTRW  Kota  Makassar  telah  ditetapkan,  namun  pada  saat
penggodokannya Abdul  Wahab Thahir  terpilih  secara  aklamasi  sebagai
Ketua  Pansus  RanPerda  RTRW Kota  Makassar.  Beliau  juga  menjabat
sebaga Ketua Komisi A yang membidangi pemerintahan di DPRD Kota
Makassar.
Abdul Wahab Thahir dipilih sebagai informan oleh peneliti  karena
salah  satu  pembahasan  yang  cukup  alot  pada  saat  pembahasan
RanPerda RTRW adalah persoalan dimasukkannya atau tidak pengaturan
mengenai  reklamasi  di  RTRW  Kota  Makassar.  Hal  ini  sangat  penting
karena  dengan  diaturnya  reklamasi  dalam  Perda  RTRW, maka  status
dibolehkannya  atau  tidak  reklamasi  pantai  dapat  diketahui.  Saat  ini,
setelah  pengesahan,  tampak  reklamasi  pantai  dibolehkan  karena  telah
diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Makassar  Nomor  4  Tahun  2015
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2034.
2. Basdir
Basdir  juga merupakan salah satu anggota DPRD Kota Makassar
yang  berasal  dari  Partai  Demokrat.  Beliau  juga  merupakan  salah  satu
anggota Pansus RanPerda RTRW Kota Makassar tahun 2015 yang lalu.
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Saat  ini  beliau  menjabat  sebagai  Sekertaris  Komisi  B  DPRD  Kota
Makassar yang membidangi perekonomian dan keuangan.
Basdir  diplih  sebagai  informan  penelitian  karena  berdasarkan
pengamatan  peneliti,  informan  ini  adalah  salah  satu  anggota  Pansus
RanPerda  RTRW  yang  menolak  Kawasan  Bisnis  Global  Center  of
Indonesia (COI)  dimasukkan  dalam  RanPerda  RTRW  Kota  Makassar.
Sebagaimana  yang  telah  diketahui,  kawasan  bisnis  tersebut  telah
direncanakan  sebagai  ikon  percontohan  reklamasi  di  Kota  Makassar.
Penolakan  Basdir  terkait  adanya  ketumpangtindihan  karena  COI  telah
dibahas dalam Perda RTRW Sulawesi  Selatan dan merupakan proyek
yang ditangani oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Darwis Herman
Darwis Herman merupakan satu-satunya yang dijadikan informan
sebagai perwakilan dari lembaga eksekutif Kota Makassar. Beliau adalah
Kepala  Bidang  Fisik  &  Prasarana  Badan  Perencanaan  Pembangunan
Daerah  (Bappeda)  Kota  Makassar  yang  berlatar  belakang  pendidikan
sarjana teknik.
Informan ini  dipilih  oleh  peneliti  karena  dalam perencanaan tata
ruang kota  termasuk kawasan reklamasi  pantai,  Bappeda memiliki  tiga
fungsi, yaitu fungsi perencanaan, fungsi koordinasi dan fungsi monitoring.
Terkait reklamasi pantai di Kota Makassar, walaupun kepemilikannya ada
di tangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pihak Pemerintah Kota
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Makassar  juga  berkewajiban  mengurusi  proses  reklamasi  tersebut
termasuk pemberian izin prinsip, koordinasi dan monitoring.
4. Muhammad Al Amin
Muhammad Al Amin merupakan salah satu aktivis lingkungan hidup
yang berasal dari Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Cabang
Sulawesi  Selatan.  Beliau  bersama  aktivis  lainnya  sedang  gencar-
gencarnya  saat  ini  melakukan  gerakan  menolak  keberadaan  reklamasi
pantai di Kota Makassar. Saat ini, Muhammad Al Amin menjabat sebagai
Kepala  Departemen  Advokasi  dan  Kampanye  Walhi  Sulawesi  Selatan
dengan latar belakang pendidikan sarjana sasta dan hukum.
Alasan pemilihan informan ini  tentulah terkait  peran Walhi Sulsel
dalam penolakan reklamasi pantai di Kota Makassar. Walhi Sulsel terus
melakukan  aksi  penggalangan  massa,  kampanye  dan  penggugatan
hingga  kepengadilan  terkait  reklamasi  pantai  yang  menurutnya
berdampak  buruk  terhadap  lingkungan  dan  penghasilan  masyarakat
nelayan Kota Makassar yang ada di sekitarnya.
5. Mansyur
Mansyur adalah sekertaris Kecamatan Mariso. Beliau merupakan
pejabat  Eselon  III.  Sebagaimana  yang  telah  diketahui,  beberapa
kelurahan  di  Kecamatan  Mariso  juga  terkena  reklamasi  pantai,  seperti
Kelurahan Lette dan Kelurahan Panambungan. Oleh karena itu, peneliti
menganggap Mansyur dapat memberikat informasi terkait permasalahan
dalam penelitian, yaitu pengawasan lembaga legislatif terhadap lembaga
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eksekutif terkait reklamasi pantai di Kota Makassar. Di sisi lain, Mansyur
juga  dapat  memberikan  gambaran  tentang  kondisi  masyarakat  yang
wilayah  tempat  tinggalnya  terkena  langsung  proyek  reklamasi  pantai,
terutama aspek lingkungan dan perekonomian masyarakat yang bekerja
sebagai nelayan.
6. Ahmad Dwisetyo Galih
Ahmad Dwisetyo Galih juga dipilih oleh peneliti  sebagai informan
dalam penelitian ini karena pekerjaannya sebagai presenter pada salah
satu stasiun TV lokal di Kota Makassar, yaitu Ve Channel. Sebagai salah
satu  presenter  senior  di  Ve  Channel,  Ahmad  Dwisetyo  Galih  juga
merangkap  sebagai  produser  Talk  Show yang  banyak  membicarakan
permasalahan-permasalahan  di  Kota  Makassar,  salah  satunya  adalah
reklamasi pantai. Dengan latar belakang pendidikan sebagai magister ilmu
sosial,  peneliti  memutuskan  untuk  menjadikan  Ahmad  Dwisetyo  Galih
sebagai salah satu informan dalam penelitian ini.
BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini penulis akan menggambarkan hasil dan pembahasan
untuk menjawab permasalahan utama dalam penelitian. Adapun sub-bab
yang  akan  dideskripsikan terdiri  dari  hasil  penelitian  dan pembahasan.
Fokus  bab  ini,  yaitu  menjawab permasalahan  mengenai  pengawasan
yang  dilakukan  DPRD  Kota  Makassar  terhadap  Pemerintah  Kota
Makassar mengenai reklamasi pantai di Kota Makassar.
Sesuai  dengan  metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini,
hasil  penelitian  akan  disajikan  secara  kualitatif  berdasarkan  hasil
wawancara, observasi dan studi dokumentasi terkait hubungan legislatif
dan  eksekutif  terhadap  reklamasi  pantai  di  Kota  Makassar.  Bentuk
hubungan  tersebut  dapat  dilihat  pada  fungsi  pengawasan  DPRD  Kota
Makassar  terhadap Pemerintah Kota  Makassar  terkait  adanya kegiatan
reklamasi pantai.
Terkait  reklamasi  pantai  di  Kota  Makassar,  walaupun  proyek
reklamasi  sendiri  merupakan  proyek  yang  dikelola  oleh  Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan, namun keberadaan proyek reklamasi tersebut
berada di wilayah Pemerintah Kota Makassar sehingga pihak Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan tentunya terlebih dahulu harus melakukan rapat
koordinasi  guna  mendapatkan  ijin  prinsip  dari  pihak  Pemerintah  Kota
Makassar. Berdasarkan analisis peneliti terkaitan rentetan permasalahan
reklamasi pantai di Kota Makassar, maka fungsi pengawasan DPRD Kota
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Makassar  terhadap  Pemerintah  Kota  Makassar  terkait  adanya  aktifitas
reklamasi  pantai  dapat  dilihat  dari  fungsi  pengawasan  DPRD  Kota
Makassar terkait reklamasi sebelum disahkannya RanPerda RTRW Kota
Makassar  dan  fungsi  pengawasan  DPRD  Kota  Makassar  setelah
disahkannya RanPerda RTRW Kota Makassar.
A. Pengawasan  legislatif  terkait  reklamasi  pantai  sebelum
disahkannya RanPerda RTRW Kota Makassar
Sesuai  fokus  penelitian  ini,  pengawasan  lembaga  legislatif  yang
dimaksud  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  DPRD  Kota  Makassar
terhadap  lembaga  eksekutif  terkait  reklamasi  pantai.  Adapun  lembaga
eksekutif  yang  dimaksud  adalah  Pemerintah  Kota  Makassar.  Namun,
terkait  proyek  reklamasi  pantai  yang  dikenal  sebagai  Kawasan  Bisnis
Global  Center  of  Indonesia (COI)  pengelolaannya  dilakukan  oleh
Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  bukan  oleh  Pemerintah  Kota
Makassar. Walau demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap
menjalin koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar yang dibuktikan
dengan adanya persetujuan oleh Pemerintah Kota Makassar berupa izin
prinsip untuk melakukan reklamasi pantai yang nantinya dikenal sebagai
Kawasan Bisnis Global Center of Indonesia (COI).
“…Tentulah kita sebagai perwakilan rakyat di Kota Makassar juga
punya  wewenang  untuk  melakukan  pengawasan  pada  waktu  itu
karena  memang  reklamasi  pantai  sebelum  ditetapkan  itu  Perda
RTRW belum memiliki legalitas. Pada waktu itu, aktivitas reklamasi
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harus  dihentikan  karena  hasil  peninjauan  lapangan  memang
banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran…”1
Basdir SE selaku anggota DPRD Kota Makassar yang juga sebagai
salah  satu  anggota  Pansus  RanPerda  RTRW Kota  Makassar  sewaktu
tahun 2015 mengungkapkan bahwa DPRD Kota Makassar masih punya
fungsi  pengawasan  karena  aktifitas  reklamasi  sebelum  ditetapkannya
RanPerda  RTRW  Kota  Makassar  masih  bersifat  illegal,  belum  punya
landasan hukum yang jelas. Selain itu,  fungsi pengawasan DPRD Kota
Makassar harus tetap dijalankan mengingat Pemerintah Kota Makassar
sebagai lembaga eksekutif juga punya hak untuk memberikan izin prinsip
terhadap  aktifitas  reklamasi  yang  dikelola  oleh  Pemerintah  Provinsi
Sulawesi Selatan.
Sejak 27 Februari 2009, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan
pihak  perencanaan  reklamasi  sudah  menetapkan  Kecamatan  Tamalate
dan Kecamatan Mariso sebagai lokasi pembangunan CPI (Center Point of
Indonesia). Penetapan lokasi tersebut membuat pihak pengembang mulai
menyiapkan  lokasi.  Namun  proses  pembangunan  belum  dilaksanakan
karena  masih  menunggu  hasil  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan
(AMDAL).  Akhirnya  pada tahun 2010,  hasil  AMDAL untuk  reklamasi  di
Makassar  diterbitkan.  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  segera
melakukan  rapat  koordinasi  dengan  Pemerintah  Kota  Makassar  pada
Maret  dan April  2011.  Hasil  rapat  koordinasi  tersebut  dipaparkan pada
1 Wawancara Basdir SE, 15 Maret 2016
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Keputusan  Gubernur  No.  2026/VI  Tahun  2011  yang  mengatur  batas
wilayah, master plan, serta tata cara perizinan pembangunan CPI.2
Selanjutnya,  izin  reklamasi  yang  didaftarkan  oleh  pihak
pengembang  berhasil  disetujui  dan  direkomendasikan  oleh  Walikota
Makassar  dengan  surat  izin  No.650/33/DTRB/VI/2012. Demi
mengutamakan  kepentingan  masyarakat,  pihak  pengembang  dan
Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan mengadakan rapat  pembahasan
AMDAL di Hotel Swiss Berllin, Panakukang. Rapat tersebut dihadiri oleh
Dinas  Lingkungan  Hidup,  investor,  Dinas  Tata  Ruang  Makassar,  LSM
(Lembaga Swadaya Masyarakat),  dan perwakilan masyarakat.   Setelah
Gubernur Sulawesi Selatan, menerbitkan surat izin pelaksanaan reklamasi
CPI dengan nomor 644/6273/TARKIM pada November 2013, persiapan
reklamasi pun dimulai pada akhir tahun 2013.3
Adanya  koordinasi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi
Sulawesi  Selatan  dengan  Pemerintah  Kota  Makassar  menandakan
reklamasi pantai untuk kawasan CPI atau saat ini disebut Kawasan Bisnis
Global Center of Indonesia (COI) memang merupakan hak provinsi untuk
mengelolahnya. Hal ini juga diungkapkan oleh Abdul Wahab Tahir selaku
anggota DPRD Ketua Komisi A Kota Makassar.
“…Salah  satu  fungsi  lembaga  legislatif,  yaitu  melakukan
pengawasan.  Sebelum melakukan reklamasi  tentu  harus  banyak
undang-undang yang harus menjadi rujukan. Salah satunya yang
2 Ruangreklamasi.com, Perjalanan Reklamasi di Makassar, 
http://www.ruangreklamasi.com/artikel-lain/perjalanan-reklamasi-di-makassar.html, 
Diakses 10 Juli 2016.
3 Ibid.
62
paling penting adalah undang-undang mengenai lingkungan hidup.
Dalam  undang-undang  tersebut,  reklamasi  adalah  penimbunan,
pengurugan,  pendangkalan  dan  semua  yang  punya  implikasi
terhadap lingkungan hidup sehingga harus dilakukan secara terukur
dan berhati-hati. Oleh karena itu, fungsi legislatif terhadap adanya
reklamasi, yaitu melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang
diambil  oleh  pemerintah  setempat.  Sebelum Undang-Undang  23
Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  disahkan,  wewenang
reklamasi  ada  pada  daerah  kabupaten/kota,  tetapi  sejak
disahkannya  undang-undang  tersebut,  kebijakan  mengenai
perizinan reklamasi ada pada kewenangan pemerintah provinsi dan
pada luasan tertentu, kewenangan ada pada Kementrian Kelautan
Dan Perikanan…”4
Pernyataan  Abdul  Wahab  Tahir  menegaskan  bahwa  fungsi
pengawasan merupakan salah satu tugas DPRD Kota Makassar terhadap
kebijakan-kebijakan  yang  diambil  pemerintah  setempat,  namun
pengawasan tersebut hendaknya memperhatikan kewenangan yang ada.
Khusus untuk proyek reklamasi pantai di Kota Makassar memang dikelola
oleh  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Hal  ini  telah  diatur  dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-undang  tersebut  menegaskan  persoalan  kewenangan
pemerintah  provinsi  dalam  pengelolaan  laut.5 Kewenangan  daerah
provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi: eksplorasi,
eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan
gas  bumi,  pengaturan  administratif,  pengaturan  tata  ruang,  ikut  serta
dalam  memelihara  keamanan di  laut  dan  ikut  serta  dalam
4 Wawancara Abdul Wahab Tahir, 16 Maret 2016.
5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal
27 Ayat 1.
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mempertahankan  kedaulatan  negara.6 Selain  itu,  pengelolaan  sumber
daya alam laut oleh provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut
paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut
lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.7
Adapun  walikota  berwenang  menerbitkan  Izin  Lokasi  Reklamasi
dan Izin Pelaksanaan Reklamasi  pada perairan laut 1/3 (sepertiga) dari
wilayah  kewenangan  provinsi.8 Dengan  demikian,  wilayah  kekuasaan
pemerintah kota, yaitu 1/3 dari wilayah kekuasaan pemerintah provinsi (12
mil  dari  garis  pantai  ke  arah  laut)  sebesar  4  mil.  Itulah  sebabnya
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus mengantongi surat izin dari
Pemerintah Kota Makassar terkair reklamasi pantai untuk kawasan CPI.
Dengan adanya surat izin dari  Pemerintah Kota Makassar tentu DPRD
Kota Makassar juga berhak untuk melaksanakan fungsi pengawasannya.
“…Sebelum disahkannya RanPerda RTRW tahun 2015, Komisi A DPRD
Makassar bersama SKPD terkait melakukan inspeksi mendadak. Hasilnya
ditemukan banyaknya fakta jika aktivitas penimbunan laut dan reklamasi
itu ilegal. Salah satu contoh yang ditemukan ketika sidak itu, reklamasi
yang dilakukan oleh pihak GMTD tidak disertai dengan semua perizinan
dan  bahkan  pihak  Mariso  Indo  Land  juga  melakukan  hal  sama.
Banyaknya pelanggaran saat itu karena belum ada Perda RTRW. Fakta
lainnya juga  ditemukan saat  Rapat  Dengar  Pendapat  (RDP).  Hasilnya
aspek-aspek  yang  dibutuhkan  dalam  aktivitas tersebut  tidak  sesuai
dengan semestinya. Padahal untuk melakukan reklamasi dibutuhkan tiga
hal yakni perencanaan, perizinan dan pelaksanaan. Namun yang terjadi
justru  adalah  pelaksanaan  tanpa  disertai  dengan  perencanaan  dan
6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal
27 Ayat 2.
7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal
27 Ayat 3.
8 Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor  17
Tahun 2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal
7.
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perizinan. Walikota waktu itu justru menuding DPRD yang bukan-bukan,
padahal ada fakta yang memang kita temukan…”9
Inpeksi  mendadak  yang  dilakukan  oleh  DPRD  Kota  Makassar
bersama SKPD terkait menunjukkan suatu tindakan pengawasan. Selain
itu, DPRD Kota Makassar juga melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP)
dari  berbagai  kalangan  untuk  menguatkan  temuan  dilapangan  bahwa
memang  terjadi  banyak  pelanggaran  di  lapangan  terkait  pelaksanaan
reklamasi  pantai.  Menariknya  pengawasan  dilakukan  bersama  dengan
berbagai  SKPD  dari  Pemerintah  Kota  Makassar,  sementara  di  saat
bersamaan DPRD Kota Makassar juga mendapat tudingan dari Walikota
Pemerintah Kota Makassar bermanuver terkait reklamasi pantai.
“…Waktu itu tim BLHD Makassar, Dinas Tata Ruang dan Bangunan
(DTRB)  serta  Komisi  A  DPRD  Makassar  selama  dua  pekan
melakukan inspeksi mendadak dan rapat dengar pendapat. Tidak
sedikit  juga  pejabat  dan  pengusaha  memberikan  tekanan  terkait
reklamasi  pantai. Reklamasi  pantai tersebut  tidak  ada  yang
mengantongi perizinan baik izin yang dikeluarkan oleh Dinas Tata
Ruang, Dinas Perizinan, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)
serta  Dinas  Kelautan,  Perikanan,  Peternakan  dan  Pertanian.
Ditemukanlah fakta-fakta kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang
bertentangan dengan Undang Undang Lingkungan Hidup, makanya
waktu  itu ditekankan  untuk  benar-benar  menyelidiki  kasus  ini
karena merugikan masyarakat…”10
Berdasarkan keterangan Basdir SE, tampak Dinas Tata Ruang dan
Bangunan (DTRB) bersama anggota  DPRD Kota  Makassar  melakukan
pengawasan bersama terkait banyaknya laporan yang masuk mengenai
pelanggaran-pelanggaran  dalam  reklamasi  pantai  di  Kota  Makassar.
9 Wawancara Abdul Wahab Tahir, 16 Maret 2016.
10 Wawancara Basdir SE, 15 Maret 2016.
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Pengawasan yang dilakukan bahkan sampai pada tingkat kecamatan dan
kelurahan.
“…Awalnya  sebenarnya masyarakat  tidak  tahu tentang  adanya
reklamasi  pantai, jadi  masyarakat  itu  tidak mengerti, tapi  setelah
dilihat  hasilnya,  masyarakat  mulai  tidak  setuju,  namun ketika
dijelaskan masyarakat mulai menerima. Jadi masyarakat itu tidak
asal  terima saja  sepanjang tidak  menganggu mata  pencaharian.
Kami  juga  sempat  ditanyai  dari  Dinas  Tata  Ruang  tentang
penimbunan laut, namun waktu itu kita tidak tahu menahu…”11
Pernyataan  Mansyur  selaku  Sekertaris  Kecamatan  Mariso
mengindikasikan  adanya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Tata
Ruang Kota Makassar. Pengawasan ini  juga dilakukan atas permintaan
DPRD  Kota  Makassar.  Kondisi  ini  menunjukkan  justru  adanya
pengawasan bersama yang dilakukan oleh lembaga legislatif dan lembaga
eksekutif di tingkatan penyelenggara pemerintahan kota. Darwis Herman
sebagai  Kepala  Bidang  Fisik  &  Prasarana  Badan  Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar juga mengungkapkan
hal senada.
“…Fungsi pengawasan terkait reklamasi pantai itu dilakukan dengan dua
cara.  Pertama  pengawasan  aktif,  jadi  itu  suatu  aktivitas  pengawasan
dimana  dalam  pelaksanaannya,  pengawas  melakukan  pengamatan
langsung di lapangan. Pengawasan dalam hal ini dapat melakukan suatu
penelitian langsung untuk mengetahui apakah semua tahap pelaksanaan
telah dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang.
Yang kedua pengawasan pasif, itu suatu efektivitas pengawasan dimana
dalam  pelaksanaannya,  pengawas  tidak  melakukan  pengamatan
langsung di lapangan. Pengawsan dalam hal ini tidak melakukan suatu
penelitian langsung, tetapi pengawas hanya menunggu laporan dari luar
dan/atau pihak yang bertanggung jawab atas suatu usaha/kegiatan. Jika
dalam  laporan tersebut  dilaporkan telah terjadi  pelanggaran atas apa
yang telah diizinkan maka pengawas akan turun kelokasi untuk melihat
dan meniliti secara langsung sesuai dengan yang dilaporkan. Nah, DPRD
11 Wawancara Mansyur, 11 April 2016.
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itu kan lembaga legislatif, tapi kalau terkait kayak reklamasi ini DPRD itu
mitra dalam melakukan pengawasan pembangunan…”12
Secara  jelas  Darwis  Herman  menyatakan  jika  DPRD  Kota
Makassar merupakan mitra dalam melakukan pengawasan pembangunan
termasuk reklamasi pantai. Hanya saja DPRD sebaga lembaga legislatif
punya hak untuk bertanya terhadap SKPD-SKPD di  lembaga eksekutif.
Pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Makassar bersama-sama Dinas
Tata  Ruang  Kota  Makassar  terkait  reklamasi  pantai  dapat  berupa
pengawasan aktif maupun pemgawasan pasif.
Sebelumnya, beberapa informan telah menyinggung bahwa illegal-
nya reklamasi pantai pada waktu itu disebabkan Perda RTRW tahun 2006
yang  memang  tidak  menjelaskan  persoalan  reklamasi  pantai,  apalagi
reklamasi  pantai  di  Kota  Makassar  ini  merupakan  proyek  Pemerintah
Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Oleh  karena  itu,  hasil  pengawasan  yang
dilakukan  DPRD  Kota  Makassar  membawa  dampak  pada  pentingnya
pembahasan RanPerda RTRW Kota Makassar untuk tahun 2015-2035.
Setelah terbentuknya Pansus RanPerda RTRW pada tahun 2015,
salah  satu  fokus  pembahasannya  adalah  masalah  reklamasi  pantai.13
Dengan  cara  seperti  ini,  DPRD  Kota  Makassar  melangkah  ke  fungsi
lainnya,  yaitu  pembuatan  peraturan  daerah14 Kota  Makassar  tentang
12 Wawancara Darwis Herman, 10 April 2016.
13 Hasanuddin,  2015,  Pansus  Ranperda  RTRW  Makassar  Terbentuk,
http://www.antarasulsel.com/berita/61894/pansus-ranperda-rtrw-makassar-terbentuk,
Diakses 15 April 2016.
14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal
149 Ayat 1.
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RTRW.  Dibahasnya  RanPerda  RTRW  Kota  Makassar  ini  tentunya
menimbulkan  berbagai  polemik,  tapi  pihak  DPRD  Kota  Makassar
menganggap  ini  adalah  cara  untuk  menyelesaikan  polemik  reklamasi
pantai  selama  ini.  Di  sisi  lain,  Ahmad  Dwisetyo  Galih  justru
mengungkapkan alasan lain perlunya reklamasi dibahas pada RanPerda
RTRW Kota Makassar.
“…Pada waktu itu, RanPerda KSP tidak dapat dilanjutkan anggota
DPR  Sulsel,  makanya  anggota  DPR  menyarankan  agar  Ketua
Pansus  menghadap  dan  membujuk  walikota  agar  mau  melunak
karena kalau mengeras, maka RanPerda KSP tidak berjalan. Ketua
Pansus pun datang ke walikota namun walikota tetap keras bahwa
tidak boleh ada reklamasi.  Akhirnya kemudian datanglah Syahrul
Yasin Limpo ke  kantor  walikota.  Setelah  itu,  walikota  melakukan
konfrensi  pers  dan  mengatakan  sepakat  untuk  mengakomodir
semua investor yang ingin melakukan reklamasi. Sejak saat itu juga
Ranperda RTRW Makassar mulai dibahas…”15
Menariknya  Ahmad  Dwisetyo  Galih  mengungkapkan  bahwa
sebelum  adanya  pembahasan  RanPerda  RTRW  Kota  Makassar  tahun
2015 yang lalu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sedang menggodok
RanPerda  Tata  Ruang  Kawasan  Strategis  Provinsi  (TRKSP).  Tentu
RanPerda  ini  mendapakan  banyak  protes  dari  berbagai  kalangan
masyarakat  dan  menurut  Ahmad  Dwisetyo  Galih,  kondisi  ini  membuat
RanPerda  KSP  tersebut  dihentikan.  Kepentinganpun  pada  akhirnya
bermain  hingga  melibatkan  kekuasaan  gubernur  sebagai  lembaga
eksekutif  tingkat  provinsi.  Pada  akhirnya,  Walikota  Makassar  yang
15 Wawancara Ahmad Dwisetyo Galih, 3 Juni 2016.
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awalnya  menolak  keberadaan reklamasi  pantai  justru  balik  mendukung
aktivitas reklamasi tersebut.
Keterangan  yang  diperoleh  peneliti  dari  Ahmad  Dwisetyo  Galih
mengindikasikan  adanya  kepentingan-kepentingan yang  bermain  dalam
pembahasan  RanPerda  RTRW  Kota  Makassar.  Namun,  secara  politik,
kondisi ini dapat dipahami, yang jelasnya sebelum disahkannya RanPerda
RTRW  Kota  Makassar  pada  tahun  2015,  secara  institusionalisme
pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD  Kota  Makassar  terhadap
Pemerintah Kota Makassar terkait reklamasi pantai terbilang cukup efektif.
Bahkan  Muhammad Al  Amin  selaku  Kepala  Departemen Advokasi  dan
Kampanye Walhi Sulawesi Selatan yang bersama aktivis lainnya marak
melakukan penolakan terhadap reklamasi pantai juga mengakui adanya
peran  DPRD  Kota  Makassar  dalam  melakukan  fungsi  pengawasan
terhadap  aktvitas  reklamasi  pantai  walaupun  peran  tersebut  dinilainya
masih minim.
“…Terkait  pengawasan  yang  dilakukan  DPRD  Kota  Makassar,
walaupun bukan sebagai lembaga pengawasan proyek, tapi DPRD
harus melakukan pengawasan terhadap pemerintah kota. Menurut
Saya,  pengawasan  oleh  DPRD  belum  maksimal.  Adapun
pengawasan yang dilakukan berupa penyampaian di media bahwa
reklamasi ini harus ditertibkan, reklamasi ini harus sesuai prosedur
yang  ada.  Pernah  juga  DPRD  melakukan  kunjungan  ke  lokasi
reklamasi,  dan  juga  memanggil  pihak  lembaga  eksekutif  serta
pengusaha yang melakukan reklamasi guna membahas perizinan
reklamasi. Dengan demikian, peran DPRD Kota Makassar sudah,
hanya saja belum maksimal…”16
16 Wawancara Muhammad Al Amin, 4 April 2016.
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Hasil  observasi  peneliti  menunjukkan  bahwa  Walhi  Sulawesi
Selatan  adalah  organisasi  yang  secara  terang-terangan  menolak
keberadaan reklamasi. Walau demikian, Walhi juga melihat adanya fungsi
pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Makassar namun tampak
belum maksimal.
Peneliti gambarkan fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap
lembaga eksekutif dalam implementasi reklamasi pantai di Kota Makassar.
Fungsi  pengawasan  yang  difokuskan  peneliti  dalam  hal  ini  adalah
pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD  Kota  Makassar  sebelum
ditetapkannya RanPerda RTRW Kota Makassar pada tahun 2015. Hasil
penelitian ini menunjukkan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota
Makassar terbilang cukup efektif.  Adapun model  pengawasannya dapat
berupa  pengawasan  aktif,  seperti  inpeksi  mendadak  dan  melakukan
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan pengawasan pasif, seperti menerima
laporan  dari  masyarakat  terkait  adanya  pelanggaran  dalam  proses
reklamasi  pantai,  dan  menyampaikan  ke  media  tentang  pentingnya
peninjauan ulang terhadap proyek reklamasi yang sedang berjalan pada
waktu itu.
B. Pengawasan  legislatif  terkait  reklamasi  pantai  setelah
disahkannya RanPerda RTRW Kota Makassar
Peneliti  juga menyajikan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh
DPRD  Kota  Makassar  setelah  disahkannya  RanPerda  RTRW  Kota
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Makassar tahun 2015. Hal ini dilakukan oleh peneliti  mengingat selama
proses pembahasan RanPerda RTRW Kota Makassar, terdapat beberapa
indikasi  yang menunjukkan adanya tarik menarik kepentingan sehingga
tampak bahwa Perda RTRW tahun 2015 Kota Makassar hanyalah sebuah
proses untuk memuluskan proyek reklamasi di Kota Makassar.
Sebelumnya  telah  disinggung  bahwa  proyek  reklamasi  ini
merupakan milik  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Awalnya  pihak
pemerintah  provinsi  sedang  menggodok  RanPerda  TRKSP, namun  di
tengah jalan, proses penggodokan tersebut menemui banyak kesulitan.
Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Dwisetyo Galih.
“…Pernah terjadi ketegangan mengenai adanya reklamasi dimulai
dari  jamannya  Ilham  Arif  Sirajuddin.  Masuk  jamannya  Dany
Pomanto  tetap  terjadi  penolakan  terhadap  reklamasi.  Tiba-tiba
DPRD  Sul-Sel  membahas  tentang  Ranperda  KSP  (Kawasan
Strategis Provinsi). Adanya ranperda ini dikritik oleh Walhi. Setelah
itu,  marak  juga  pembahasan  RanPerda  RTRW  Makassar.
Berdasarkan  kondisi  tersebut,  motif  sebenarnya  sudah  tampak
bahwa reklamasi akan dimasukkan dalam RTRW Makassar. Selain
itu, dari sisi politiknya juga jelas. Golkar punya kursi yang banyak di
DPRD Kota Makassar, Ketua Pansus RanPerda RTRW juga dari
Golkar. Ketua DPD 1 Partai Golkar, yaitu Syahrul Yasin Limpo dan
proyek  ini  yang  kelola  provinsi  atas  nama  gubernur.  Dengan
demikian kepentingan politiknya sudah jelas…”17
Tampak  Ahmad  Dwisetyo  Galih  mengungkapkan  bahwa  adanya
tekanan  dari  masyarakat  terutama  protes  yang  dilakukan  oleh  Walhi
Sulsel menyebabkan RanPerda TRKSP yang dogodok oleh Pemerintah
Provinsi  Sulawesi  Selatan tersendak.  Jalan  lain  yang  ditempuh adalah
proyek  reklamasi  dalam  bentuk  pembentukan  Kawasan  Bisnis  Global
17 Wawancara Ahmad Dwisetyo Galih, 3 Juni 2016.
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Center  of  Indonesia (COI)  harus  mendapat  tempat  dalam  RanPerda
RTRW  Kota  Makassar.  Hal  ini  dapat  ditinjau  secara  institusionalisme
bahwa mayoritas kepemilikan kursi di DPRD Kota Makassar adalah Partai
Golkar,  sementara  SYL  sebagai  gubernur  juga  berkedudukan  sebagai
Ketua  DPD  I  Partai  Golkar  pada  waktu  itu  sehingga  memungkinkan
adanya pengaturan kepentingan.
Pandangan  searah  juga  dikemukakan  oleh  Komite  Pemantau
Legislatif (Kopel) Indonesia yang menduga bahwa Rancangan Peraturan
Daerah  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  rawan  terjadi
transaksi  politik.  Kecurigaan  Kopel  Indonesia  karena  selama bertahun-
tahun ranperda ini digodok di DPRD Makassar, pasal mengenai reklamasi
di  pantai  barat  kota  ini  selalu  menuai  pro  dan  kontra.  Pihak  Kopel
Indonesia menginginkan didiskusikannya kembali mengenai pasal tentang
reklamasi pantai yang banyak ditentang oleh anggota dewan, akademisi
serta aktivis lingkungan.18 Di sisi lain, pandangan yang juga kurang lebih
serupa juga disampaikan oleh Muhammad Al Amin.
“…Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  ranperda  tersebut  tidak
berjalan yaitu pertama, adanya pemilihan gubernur sehingga partai-
partai  yang  berada  dalam  DPRD  itu  tidak  fokus  membahas
ranperda, melainkan memastikan calon gubernur yang diusungnya
terpilih.  Kedua,  terkesan  adanya  pembiaran  reklamasi  agar  laut
tertimbun  sehingga  nantinya  tinggal  diatur.  Ketiga,  adanya
pemilihan legislatif sehingga semua anggota DPR fokus bagaimana
tetap kokoh di  kursinya dan melupakan permasalahan ini.  Bulan
April 2015, Rapat Dengar Pendapat Pansus RTRW digelar, januari
hingga  maret  juga  masyarakat  sudah  menyampaikan  penolakan
18 Hasanuddin, 2015, Kopel Curigai Ranperda RTRW Rawan Transaksi Politik,
http://makassar.antaranews.com/berita/67261/kopel-curigai-ranperda-rtrw-rawan-
transaksi-politik, Diakses 15 April 2016.
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Perda  RTRW  di  media.  Setelah  marak  terjadinya  penolakan,
Pansus  memanggil  masyarakat,  Walhi,  LBH  dan  lainnya  untuk
Rapat  Dengar  Pendapat  membahas  Ranperda  ini.  Hasil  rapat
tersebut  Walhi  memasukkan  beberapa  poin.  Pertama,  reklamasi
merusak  ekologi.  Kedua,  reklamasi  merusak  sosial  masyarakat,
merubah akses publik menjadi akses privat dan ketiga memperkaya
pihak  pengusaha.  Pembahasan  ini  dimulai  Juni  hingga  Juli  dan
pada  bula  Agustus  Ranperda  RTRW  Makassar  disahkan.  Saat
inilah,  masyarakat  dapat  melakukan intervensi.  Faktanya banyak
yang  mendukung  adanya  reklamasi.  Disinilah  kita  menganggap
bahwa di  dalam ranperda  itu  terdapat  kurang  lebih  4000  hektar
lahan  reklamasi  untuk  pengusaha  yang  bergerak  di  bidang
property. Dany itu mengatakan bahwa CPI itu proyek yang sangat
banyak  pelanggarannya  karena  kalau  bicara  soal  hubungan
politiknya..  Dani  sama  Syahrul  itu  belum  bagus..  Ilham  masih
mengontrol  Dani..  belakangan  nanti  ketika  Ilham  sudah  di  jerat
korupsi.. baru Dani bisa lepas dan dia bisa main…”19
Berdasarkan  keterangan  Muhammad Al  Amin,  memang  awalnya
Walikota  Makassar  (Dani  Pomanto)  tegas  menolak  reklamasi,  namun
dikemudian  hari  malah  berbalik  mendukung  reklamasi.  Pernyataan
Muhammad Al  Amin menegaskan ketidakpedulian anggota  DPRD Kota
Makassar terhadap aspirasi masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat
mengenai  Ranperda  RTRW  Kota  Makassar.  Sesuai  kecurigaan  Kopel
Indonesia, tampaknya Perda RTRW Makassar dibuat untuk menguatkan
keberadaan  Kawasan  Bisnis  Global  Center  of  Indonesia (COI)  melalui
reklamasi  pantai  padahal  telah  menuai  banyak  kritikan  dari  berbagai
kalangan.
Memang sebelum ditetapkannya RanPerda RTRW Kota Makassar
berbagai  ulasan  media  mengungkapkan  terpecahnya  aggota  Pansus
mengenai  dimasukkannya  pasal  CPI  dalam  RanPerda  RTRW, namun
19 Wawancara Muhammad Al Amin, 4 April 2016.
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pada  akhirnya  Kawasan  Bisnis  Global  Center  of  Indonesia (CoI)
disepakati masuk dalam RanPerda RTRW Kota Makassar.20 Tanggal 21
Agustus 2015, RanPerda RTRW Kota Makassar akhirnya disahkan oleh
DPRD Kota Makassar.
Terdapat  empat poin  yang  terpenting  dituangkan  dalam
pengesahan ranperda RTRW Makassar yakni seluruh produk reklamasi
yang terjadi di Makassar adalah tanah negara, dikuasai oleh negara dan
dikendalikan  oleh  negara,  serta  reklamasi  hanya  boleh  dilakukan  oleh
pemerintah atas nama pemerintah dan pengendaliannya juga diserahkan
ke  pemerintah. Poin ketiga, Perda RTRW juga tidak akan berlaku surut
dan tak memberikan legitimasi atas seluruh aktifitas yang ada sepanjang
garis  pantai  Kota  Makassar  serta  yang  menjadi  poin  terakhir  yakni
pemberlakuan  sangsi  pidana  tak  hanya  bagi  orang  perorang,  badan
hukum  melainkan  pejabat  yang  berwenang  memberikan  izin  jika
melanggar aturan juga akan dikenakan sangsi pidana.21
Jika dilakukan peninjauan terhadap Perda RTRW Kota Makassar,
tampak Kawasan Bisnis  Global  Center  of  Indonesia (CoI)  telah  ada di
dalamnya. Berdasarkan Perda RTRW Kota Makassar disebutkan bahwa
kawasan terpadu pusat bisnis, sosial, budaya dan pariwisata Center Point
of Indonesia selanjutnya disebut Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia
20 Hasanuddin,  2015,  Pansus  DPRD  Makassar  Sepakati  Reklamasi  Masuk
RTRW,  http://makassar.antaranews.com/berita/67213/pansus-dprd-makassar-sepakati-
reklamasi-masuk-rtrw, Diakses 16 April 2016.
21 As/im, 2015, Besok, Perda RTRW Kota Makassar 2015 Akan Diparipurnakan,
http://koranmakassaronline.com/v2/besok-perda-rtrw-kota-makassar-2015-akan-
diparipurnakan/, Diakses 16 Oktober 2015.
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CoI  adalah  kawasan  strategis  provinsi  dari  sudut  kepentingan
pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar berupa satu kesatuan kawasan
bisnis berskala global.22
Kawasan  Terpadu  Pusat  Bisnis,  Sosial,  Budaya  dan  Pariwisata
Center Point of Indonesia (Pusat Bisins Terpadu Indonesia) merupakan
Kawasan  Strategis  Provinsi  (KSP)  dengan  sudut  kepentingan
pertumbuhan  ekonomi  dan  ditetapkan  di  sebagian  wilayah  Kecamatan
Mariso  dan  sebagian  wilayah  Kecamatan  Tamalate.23 Selanjutkan
disebutkan pula strategi pengembangan kawasan pesisir bagian barat dan
utara kota secara terencana, terukur, dan terkendali meliputi:24 
a. Mengembangkan  kawasan  reklamasi  dengan  sistem  pulau  yang
terintegrasi dengan kawasan sekitarnya dan dapat diakses oleh publik;
b. Mendukung penetapan kawasan terpadu pusat bisnis, sosial, budaya,
dan  pariwisata  Center  Point  of  Indonesia (bisnis  global)  sebagai
kawasan strategis provinsi;
c. Mengembangkan kawasan-kawasan prospektif di wilayah pesisir kota
yang mendorong peran kota sebagai kota dunia yang nyaman untuk
semua;
d. Mengembangkan  kawasan  reklamasi  dengan  konsep  ruang  terbuka
hijau yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini;
22 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2035 Pasal 1 Ayat 65.
23 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2035 Pasal 79 Ayat 2 Bagian (a).
24 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2035 Pasal 14 Ayat 6.
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e. Mengembangkan  kawasan  reklamasi  sebagai  bagian  dari  kegiatan
mitigasi dan adaptasi bencana. 
Peneliti  telah  menguraikan  beberapa  pasal  dalam  Perda  RTRW
Kota Makassar Tahun 2015 mengenai Kawasan Bisnis Global  Center of
Indonesia (CoI).  Secara sederhana, melalui  perda ini,  Pemerintah Kota
Makassar  telah  menyatakan  bahwa  Kawasan  Bisnis  Global  Center  of
Indonesia (CoI) merupakan Kawasan Strategis Provinsi Sulawesi Selatan
yang meliputi  sebagian wilayah Kecamatan Mariso dan sebagian wilayah
Kecamatan Tamalate. Kondisi  ini  sudah tentu telah memuluskan proyek
reklamasi milik provinsi sehingga telah menjadi payung hukum dan tidak
ada  alasan  lagi  untuk  menolak  keberadaan  reklamasi  pantai  di  Kota
Makassar.
Uraian ini menjadi penting menurut peneliti karena dengan melihat
problematika reklamasi pantai di Kota Makassar sampai sejauh ini, justru
setelah  pengesahan  RanPerda  RTRW  Kota  Makassar,  fungsi
pengawasan  DPRD  Kota  Makassar  tampak  dipenuhi  berbagai
kepentingan  yang  justru  kurang  memihak  keinginan  masyarakat.
Efektifitas  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD  Kota  Makassar
sebelum disahkannya RanPerda RTRW tampak seperti permainan drama
untuk  meloloskan  kepentingan  pihak  tertentu  terkait  adanya  reklamasi
pantai.  Hal ini  bukannya tanpa alasan, berbagai uraian telah dijelaskan
oleh peneliti sebelumnya.
“…Legislatif  itu  sebenarnya  adalah  partner pemerintah  dalam
membentuk undang-undang, menyusun, membanding, mengawasi,
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memonitoring  program-program  pemerintah,  tapi  partner tidak
kemudian  harus  mendukung,  tidak  semua  harus  membiarkan.
Monitoring dalam hal ini adalah mengawasi secara kritis kerja-kerja
yang  dilakukan  pemerintah.  Hal  itu  yang  seharusnya  dilakukan
DPRD. Reklamasi yang dilakukan di makassar ini sebelum adanya
ranperda, dia merujuk pada Perda No. 6 Tahun 2006. Seharusnya
DPRD memakai atau menjadikan perda ini sebagai landasan untuk
monitoring.  Reklamasi  yang  terjadi  tersebut  tidak  sesuai  dengan
perda 2006, tapi peran DPRD kurang di situ, agak vakum di situ.
Belakangan nanti baru setelah marak diperbincangkan oleh publik
baru  mereka  mengfungsikan  diri  sebagai  monitoring  pemerintah,
baru mereka berteriak soal reklamasi. Sementara undang-undang
nomor  23  tahun  2014,  monitoring  yang  seharusnya  dilakukan
DPRD harus secara kritis…”25 
Sekalipun  Muhammad  Al  Amin  mengakui  berjalannya  fungsi
pengawasan  DPRD  Kota  Makassar  terutama  sebelum  disahkannya
RanPerda RTRW Kota Makassar, namun pengawasan yang dilakukannya
dinilai  hanya  untuk  kepentingan  memuluskan  pasal  reklamasi  dalam
Perda RTRW Kota Makassar. Muhammad Al Amin mengkritik keputusan
DPRD Kota Makassar yang mendukung adanya reklamasi pantai padahal
berbagai  elemen  masyarakat  justru  melakukan  penolakan  dan  telah
disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Terkait hal ini, Abdul
Wahab  Tahir  selaku  salah  satu  anggota  DPRD  Kota  Makassar
menyatakan bahwa fungsi akan tetap berjalan.
“…Salah satu bentuk pengawasan legislatif saat ini adalah jika ada
yang  melakukan  pelanggaran,  ada  perilaku  reklamasi  yang
kemudian  dianggap  menyalahi  prosedur,  pihak  legislatif  akan
melakukan  penyelidikan  terhadap  hal  tersebut,  tetapi  sekali  lagi,
penyelidikan tersebut sifatnya berjenjang berdasarkan kewenangan
masing-masing.  Misalkan,  semenjak  berlakunya  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan
izin  reklamasi  diambil  alih  oleh  pemerintah  provinsi  sehingga
kurang elok  kalau  kemudian  kebijakan pemerintah  provinsi  yang
25 Wawancara Muhammad Al Amin, 4 April 2016.
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kritisi  adalah  DPRD  kabupaten/kota.  Hal  ini  berbeda  sewaktu
undang-undang tersebut belum diberlakukan dimana izin reklamasi
dalam tahapan menjadi kewenangan kabupan/kota…”26
Abdul Wahab Tahir kembali menegaskan bahwa pengawasan akan
tetap  berjalan.  Hanya  saja,  terkait  Kawasan  Bisnis  Global  Center  of
Indonesia (CoI) telah ditetapkan merupakan Kawasan Strategis Provinsi
dalam Perda RTRW Kota Makassar sehingga model pengawasan yang
dilakukan  oleh  lembaga  legislatif  di  tingkatan  kota  menjadi  berkurang
karena DPRD Provinsi Sulawesi Selatan lebih memiliki wewenang dalam
melakukan pengawasan terhadap reklamasi  pantai.  Di  sisi  lain,  Ahmad
Dwisetyo Galih menganggap bahwa untuk proyek reklamasi pengawasan
oleh Pemerintah Kota Makassar dan DPRD Kota Makassar telah selesai.
”… Pengawasan DPRD kota jelas ada, tapi  bentuknya itu dalam
bentuk perda RTRW. Perda tersebut sebenarnya untuk melindungi
CPI sehingga dapat diambil alih sepenuhnya oleh Pemprov karena
sebelumnya,  Pemprov  dan  Pemkot  belum  sepaham.  Meskipun
sekarang walikota Makassar mengaminkan semua langkah-langkah
pengusaha  untuk  melakukan  reklamasi,  namun  sekarang  ini
fokusnya semua ke provinsi, ketegangan Pemkot dan DPRD Kota
Makassar telah selesai…”27
Ahmad  Dwisetyo  Galih  menyatakan  bahwa  diloloskannya  pasal
tentang  Kawasan  Bisnis  Global  Center  of  Indonesia (CoI),  maka
kewenangan  Pemerintah  Kota  Makassar  terkait  reklamasi  di  kawasan
tersebut  telah  diambil  alih  sepenuhnya  oleh  pihak  Pemerintah  Provinsi
Sulawesi  Selatan.  Dengan  demikian,  pengawasan  oleh  DPRD  Kota
Makassar terkait hal ini hanya bersifat pengawasan pasif saja.
26 Wawancara Abdul Wahab Tahir, 16 Maret 2016.
27 Wawancara Ahmad Dwisetyo Galih, 3 Juni 2016.
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Pasca  ditetapkan  RanPerda  RTRW  Makassar,  tampak  fungsi
pengawasan  lembaga  legislatif  di  tingkatan  Kota  Makassar  menjadi
berkurang terkait reklamasi pantai di kawasan CoI. Di sisi lain, undang-
undang  juga  mendukung  berkurangnya  pengawasan  lembaga  legislatif
tersebut,  namun  perlu  juga  diperhatikan  bahwa  kecurigaan  adanya
kepentingan  tertentu  dalam  pengawasan  yang  dilakukan  DPRD  Kota
Makassar sebelum disahkanyya RanPerda RTRW Kota Makassar tampak
semakin benar adanya. 
Meredupnya pengawasan oleh lembaga legislatif di tingkatan kota
terkait  reklamasi,  justru  lain  halnya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh
berbagai  elemen  masyarakat,  seperti  komunitas,  LSM,  media  dan
Organisasi  lingkungan  hidup  yang  semakin  meningkat.  Reklamasi
Kawasan Losari seluas 157,23 hektare diketahui belum mengantongi izin
dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu persyaratan
utama  untuk  penerbitan  izin  pelaksanaan  megaproyek  tersebut. Hal
tersebut  terungkap  dalam  surat  penjelasan  KKP  No
B.230/SJ/TU.210/III/2016 ditandatangani oleh Dirjen Pengelolaan Ruang
Laut.  Direktur Jenderal  Pengelolaan Ruang Laut KKP menegaskan jika
kementerian belum pernah menerbitkan izin  maupun rekomendasi  atas
reklamasi Kawasan Losari Makassar. Adapun surat tersebut merupakan
bahan  acuan  Wahana  Lingkungan  Hidup  (Walhi)  Sulsel  yang  telah
melayangkan gugatan atas izin pelaksanaan reklamasi yang sebelumnya
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diterbitkan  oleh  Pemprov  Sulsel  tanpa  melalui  mekanisme  perundang-
undangan.28
Sampai  saat  ini,  protes  dan penolakan terus  dilakukan berbagai
kelompok  dan  organisasi  (aliansi)  utamanya  Walhi  Sulawesi  Selatan
terkait reklamasi pantai di Kota Makassar. Selain merugikan masyarakat
nelayan  dalam  hal  mata  pencaharian,  analisis  Walhi  Sulawesi  Selatan
juga  menekankan  adanya  indikasi  pengrusakan  lingkungan.  Selain  itu,
reklamasi  pantai  juga  bermasalah  dalam hal  perizinan.  Saat  ini,  Walhi
sedang  melakukan  gugatan  administratif  kepada  Gubernur  Sulawesi
Selatan,  Syahrul  Yasin  Limpo,  yang  memberikan  izin  reklamasi  di
kawasan  Centre  Point  of  Indonesia di  pantai  barat  Makassar.29 Hal  ini
menandakan  meningkatnya  pengawasan  berbagai  elemen  masyarakat
terkait  reklamasi  pantai,  sementara  di  saat  bersamaan  pengawasan
lembaga legislatif menjadi berkurang terhadap lembaga eksekutif.
A. Pembahasan
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pengawasan  lembaga
legislatif terhadap lembaga eksekutif  terkait reklamasi di Kota Makassar
dapat  dianalisis  ke  dalam  dua  waktu,  yaitu  pengawasan  DPRD  Kota
Makassar sebelum disahkannya RanPerda RTRW Kota Makassar pada
28 Rahmat, 2016, Reklamasi Kawasan Losari Diduga Belum Kantongi Izin KKP,
http://kabar24.bisnis.com/read/20160420/78/539596/reklamasi-kawasan-losari-diduga-
belum-kantongi-izin-kkp, Diakses 16 Juni 2016.
29 Pranata,  2016,  Walhi  Gugat  Izin  Reklamasi  Pantai  Barat  Makassar,
https://m.tempo.co/read/news/2016/02/02/206741479/walhi-gugat-izin-reklamasi-pantai-
barat-makassar, Diakses 14 Mei 2016.
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tahun 2015 dan pengawasan DPRD Kota Makassar setelah disahkannya
RanPerda RTRW Kota Makassar tahun 2015.
Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Makassar sebelum
ditetapkannya  RanPerda  RTRW  Kota  Makassar  tahun  2015  terbilang
cukup efektif.  Adapun model pengawasannya berupa pengawasan aktif,
seperti inpeksi mendadak dan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP)
dan pengawasan pasif, seperti menerima laporan dari masyarakat terkait
adanya pelanggaran dalam proses reklamasi pantai, dan menyampaikan
ke media tentang pentingnya peninjauan ulang terhadap proyek reklamasi
yang sedang berjalan pada waktu itu.
Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota  Makassar  setelah
ditetapkannya  RanPerda  RTRW  Kota  Makassar  tahun  2015  terkait
reklamasi  pantai  terkesan  kurang  efektif  dan  semakin  menurun,
sementara di sisi lain pengawasan oleh kelompok kepentingan dan media
semakin  meningkat.  Adapun  bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  oleh
DPRD Kota Makassar bersifat pasif. Hal ini dikarenakan reklamasi pantai
untuk  kawasan  Center  Point  of  Indonesia telah  menjadi  Kawasan
Strategis Provinsi sehinggga hak pengelolaan sepenuhnya ada di tangan
provinsi.  Hal  ini  berdampak  pada  pengawasan  DPRD  Kota  Makassar
secara  otomotis  tidak  sekuat  sebelum ditetapkannya  RanPerda  RTRW
Kota Makassar.
Di  sisi  lain,  walaupun  berbagai  kelompok  kepentingan  menolak
adanya  reklamasi  pantai,  namun  DPRD  Kota  Makassar  tetap
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memasukkan dukungan terhadap reklamasi pantai di Perda RTRW Kota
Makassar tahun 2015. Kondisi memunculkan berbagai anggapan adanya
kepentingan  tertentu  yang  bermain  sehingga  pengawasan  aktif  yang
dilakukan DPRD Kota Makassar sebelum disahkannya RanPerda RTRW
Kota  Makassar  tahun  2015  tampak  merupakan  sebuah  drama  untuk
mewujudkan kepentingan tertentu, yaitu mewujudkan dukungan terhadap
kawasan  Center  Point  of  Indonesia  melalui  reklamasi  pantai  di  Kota
Makassar.
Peneliti  telah berhati-hati  dalam menunjukkan hasil  penelitian ini,
utamanya hasil yang menunjukkan adanya bentuk permainan drama yang
dilakukan  oleh  lembaga  legislatif  Kota  Makassar  terkait  permasalahan
reklamasi pantai. Beberapa penelitian terdahulu terkait reklamasi pantai di
Kota Makassar peneliti sajikan sebagai data pembanding.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rahmat30 menunjukkan  bahwa
Pertama,  pemerintah Kota Makassar belum memiliki  peraturan walikota
terkait  pelaksanaan perizinan reklamasi pantai.  Oleh karena itu adapun
izin-izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar tidak memiliki
dasar hukum yang kuat, artinya segala bentuk perizinan reklamasi pantai
yang  dikeluarkan  itu  bersifat  ilegal  sebab  ketentuan  tersebut  harus
tertuang  dalam  peraturan  walikota.  Kedua,  mengenai  pengawasan
terhadap reklamasi pantai di Kota Makassar belum bisa dilakukan sebab
belum satupun izin pelaksanaan reklamasi yang dikeluarkan.
30 Audy Rahmat, 2014, Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Reklamasi Pantai di
Kota Makassar, Skripsi, Makassar, Universitas Hasanuddin.
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Terkait  penelitian  yang  dilakukan  Rahmat  ini,  hasilnya  merujuk
pada permasalahan reklamasi  pantai  sebelum ditetapkannya RanPerda
RTRW Kota Makassar tahun 2015. Tidak adanya surat izin secara  legal
yang  dipegang  pihak  swasta  yang  melakukan  reklamasi  menyebabkan
pengawasan  DPRD  Kota  Makassar  menjadi  meningkat  setelah  jauh
sebelumya  berbagai  kelompok  kepentingan  dan  media  telah  terlebih
dahulu melakukan aksi penolakan reklamasi pantai di Kota Makassar.
Penelitian  lainnya  yang  juga  searah  dengan  hasil  penelitian  ini
adalah  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Patadungan31 terkait  kartel
politik  di  Kota  Makassar  menunjukkan  bahwa  kartel  politik di  Kota
Makassar merupakan jaringan yang tercipta di kalangan elit yaitu politisi,
birokrasi, partai politik, penegak hukum dan pengusaha. Elit ini bersama –
sama menguasai dan mengendalikan kebijakan di kota makassar dengan
mejadikan  ruang  publik  dikuasai  oleh  beberapa  pengusaha  besar  dan
yang mendapat dampak buruk dari hal tersebut adalah masyarakat kota
makassar.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Patadungan  berlandaskan
pada  kebijakan  dan  pola  perilaku  lembaga  eksekutif,  legislatif,  dan
yudikatif  di  Kota  Makassar  dimana  proses  tender  proyek  yang  tidak
transparan,  proses  perizinan  yang  tidak  jelas,  tidak  adanya  tindakan
pengawasan  dan  pengadilan  terhadap  pelangaran–pelangaran  dalam
proses  teknis  kebijakan.  Hal  ini  mengindikasikan  adanya  pertemuan
31 Nurhidayah  Patadungan,  2015,  Kartel  Politik  di  Kota  Makassar,  Skripsi,
Makassar, Universitas Hasanuddin.
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kepentingan antara beberapa elit di Kota Makassar yang kesemuanya dari
mereka mendapatkan keuntungan dalam perilaku mereka mengamankan
kebijakan agar tetap sesuai dengan keinginan mereka.
Pemahaman  terhadap  hasil  penelitian  ini  dapat  dimulai  dari
pemahaman fungsi pengawasan lembaga legislatif. Terkait permasalahan
adanya kawasan  Center  Point  of  Indonesia  melalui  reklamasi  pantai  di
Kota  Makassar,  maka  seharusnya  lembaga  legislatif  mengerahkan
semaksimal  mungkin  kekuatan  pengawasan  (supervision  power)  yang
dimilikinya mengingat terjadi pelanggaran yang serius dilapangan.
Jiang Jinsong dalam "Six Points of Supervision in the Legislature in
Developed Countries"32 berpandangan bahwa parlemen di negara-negara
maju umumnya memegang dua pandangan terkait pentingnya kekuatan
pengawasan  (supervision  power).  Pertama, pengawasan  lembaga
legislatif  digunakan  untuk  menyelidiki  dan  mengawasi  kegiatan  hukum
lembaga  eksekutif.  Kedua, perdebatan  tentang  isu-isu  panas  antara
anggota parlemen dan menteri, dan kegiatan penyelidikan setiap komisi di
lembaga legislatif mencerminkan kekuatan pengawasan DPR.
Di sisi lain,  Liu Dexue33 berpandangan bahwa dari sudut pandang
studi  banding,  baik  dalam  negara-negara  'sistem  kabinet  parlementer',
'sistem presidensial'  ataupun 'sistem semi-presidensial',  fungsi parlemen
dapat  dibagi  menjadi  dua  kategori,  yaitu  fungsi  legislasi  dan  fungsi
32 Lok  Wai  Kin,  2014,  On  Supervision  Power  in  the  Executive-Legislative
Relationship, Academic Journal of “One Country, Two System”, Vol. IV, 110-118, hal. 110.
33 Ibid., hal. 111.
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pengawasan.  Oleh karena itu,  dalam kekuasaan pengawasan lembaga
legislatif, pengawasan dapat dipahami sebagai kontrol terhadap tindakan-
tindakan lembaga eksekutif  sesuai hukum yang berlaku. Mendengarkan
pidato  kebijakan  ataupun perdebatan  mengenai  kebijakan  administratif,
perdebatan  tentang  isu-isu  kepentingan  publik  tentu  saja  merupakan
kegiatan  pengawasan,  namun  hak  untuk  mempertanyakan  kerja
pemerintah, hak untuk sidang, atau bahkan berurusan dengan hak publik
untuk permohonan merupakan lingkup kekuasaan pengawasan.
Pandangan  tersebut  menekankan  bahwa  kekuatan  pengawasan
(supervision power) lembaga legislatif terletak pada hak interpelasi, hak
angket  dan  hak  menyatakan  pendapat  sesuai  dengan  undang-undang
yang  berlaku.34 Terkait  permasalahan  reklamasi,  pengawasan  yang
dilakukan  DPRD  Kota  Makassar  terhadap  lembaga  eksekutif  sebelum
disahkannya  RanPerda  RTRW  Kota  Makassar  telah  menunjukkan
kekuatannya  melalui  penggunaan  hak  interpelasi,  hak  angket  dan  hak
menyatakan pendapat. Namun kekurangannya adalah DPRD Pemerintah
34 Lebih  jelasnya  lihat  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang
Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 159 Ayat 1 disebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota
mempunyai hak interpelasi, angket; dan menyatakan pendapat. Pada Ayat 2 disebutkan
bahwa hak  interpelasi  adalah  “hak  DPRD kabupaten/kota  untuk  meminta  keterangan
kepada bupati/wali  kota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang
penting  dan  strategis  serta  berdampak  luas  pada  kehidupan  bermasyarakat  dan
bernegara. Ayat 3 menyatakan bahwa hak angket adalah “hak DPRD kabupaten/kota
untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota
yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah,
dan  negara  yang  diduga  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.  Adapun Ayat  4  disebutkan bahwa hak menyatakan pendapat  adalah  “hak
DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/walikota
atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah kabupaten/kota disertai dengan
rekomendasi  penyelesaiannya  atau  sebagai  tindak lanjut  pelaksanaan hak  interpelasi
dan hak angket.  
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Kota  Makassar  tidak  membentuk  Panitia  Angket35,  penyelidikan  terkait
adanya  pelanggaran  reklamasi  langsung  dilakukan  oleh  Komisi  A.
Dampaknya  adalah  DPRD  Kota  Makassar  tidak  dapat  mengumpulkan
bukti-bukti pelanggaran untuk dibawa ke pengadilan.
Setelah berbagai  ulasan di  media, maupun gerakan protes yang
dilakukan berbagai kelompok kepentingan, tampak DPRD Kota Makassar
menggunakan  hak  interpelasinya  mengenai  adanya  aktivitas  reklamasi
pantai  di  Kota  Makassar.  Penggunaan  hak  interpelasi  ini  merupakan
bentuk pengawasan pertama yang dilakukan oleh lembaga legislatif Kota
Makassar terhadap adanya unsur illegalitas reklamasi pantai.
Jika dianalisis lebih jauh lagi,  penggunaan hak interpelasi  DPRD
Kota  Makassar  tersebut  dilakukan  tepat  saat  berbagai  kelompok
kepentingan,  termasuk  Walhi  Sulawesi  Selatan  melakukan  gerakan
penolakan  terhadap  RanPerda  KSP  (Kawasan  Strategis  Provinsi).
RanPerda ini dibahas oleh DPRD Sulawesi Selatan dengan tujuan utama
meneguhkan  legalitas  reklamasi  pantai  untuk  pembangunan  kawasan
CPI.
Adanya fungsi pengawasan DPRD Kota Makassar saat itu terkesan
menunjukkan bahwa lembaga legislatif  Kota Makassar juga mendukung
berbagai kelompok kepentingan yang menolak adanya reklamasi pantai.
Apalagi  DPRD  Kota  Makassar  melanjutkan  pengawasannya  dengan
melakukan  penyelidikan  untuk  membuktikan  adanya  tindakan
35 Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 169, 170 dan 171.
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pelanggaran hukum reklamasi  pantai.  Pada titik  ini,  seharusnya  DPRD
Kota Makassar dapat menggunakan hak angket-nya, namun berdasarkan
hasil penelitian, tidak ada satupun ulasan atau pernyataan informan yang
menunjukkan  bahwa  DPRD  Kota  Makassar  telah  menggunakan  hak
angket-nya.
Penyelidikan  dilakukan  dengan  melakukan  kunjungan  langsung
dan setelah itu dilanjutkan dengan mengadakan Rapat Dengar Pendapat
dengan  pihak  swasta,  lembaga  eksekutif  dan  kelompok  kepentingan.
Hasilnya, DPRD Kota Makassar menegaskan bahwa aktivitas reklamasi
pantai yang telah dimulai sejak tahun 2009 dinyatakan illegal karena tidak
memiliki perizinan. Pada titik ini, langkah selanjutnya yang harus ditempuh
oleh  DPRD  Kota  Makassar  seharusnya  membawa  kasus  tersebut  ke
pengadilan agar aktivitas reklamasi pantai diberhentikan dan memberikan
hukuman  bagi  pelaku,  namun  hal  ini  tidak  dilakukan.  Itulah  sebabnya
peneliti  mengatakan  bahwa  DPRD Kota  Makassar  tidak  menggunakan
hak angket-nya.
Penting  peneliti  tekankan  bahwa analisis  ini  haruslah  dibedakan
dengan tersangkanya dua orang pengusaha yang terlibat dalam reklamasi
pantai. Penanangkapan tersebut awalnya berdasarkan laporan Gubernur
Sulawesi  Selatan  terhadap  adanya  aktivitas  penimbunan  laut  secara
illegal.  Walaupun  pada  akhirnya  penangkapan  dikuatkan  oleh  temuan
DPRD Kota Makassar, namun hal ini bukanlah bentuk penggunaan hak
angket sebagai bentuk pengawasan lembaga legislatif.
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Penggunaan  hak  angket  seharusnya  tidak  hanya  merujuk  pada
pelanggaran  terhadap  undang-undang  lingkungan  hidup,  namun  juga
merujuk pada Perda RTRW Tahun 2006 Kota Makassar karena pada saat
itu  perda  ini  masih  berlaku.  Jika  demikian,  maka  pelanggaran  hukum
terkait reklamasi pantai seharusnya menjerat semua oknum-oknum yang
terlibat  termasuk pihak dari  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dan
Pemerintah  Kota  Makassar  dan  yang  lebih  penting  semua  kegiatan
reklamasi harus dihentikan karena telah berdampak buruk bagi kehidupan
masyarakat sekitar pantai.
Namun kondisi  tersebut tidak terjadi,  padahal berbagai kelompok
kepentingan telah menyuarakan penolakan. Penangkapan terhadap dua
orang tersangka secara politis dapat dilihat sebagai bentuk obat penenang
bagi publik. Dengan demikian, dari titik inilah indikasi adanya permainan
kepentingan para elit politik di Kota Makassar mulai muncul. Permainan
kepentingan tersebut telah menafikan keinginan masyarakat. Oleh karena
itu, sekalipun tampak DPRD Kota Makassar melakukan pengawasan aktif,
namun  di  sisi  lain  pengawasan  tersebut  bermata  dua  yang  bermakna
sebuah upaya agar reklamasi pantai tetap dilaksanakan.
Kin36 menyatakan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan lembaga
legislatif  dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah,
antara  lain;  pertama,  meningkatkan  kualitas  penyelidikan.  Meskipun
jumlah pertanyaan dari dewan legislatif meningkat dari tahun ke tahun, itu
36 Lok Wai Kin, Op.Cit., hal. 117.
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masih  belum  memuaskan  karena  berbagai  alasan  sehingga  kualitas
interogasi  harus  ditingkatkan.  Kedua,  memperkuat  akuntabilitas.
Akuntabilitas  adalah  bagian  penting  dari  pengawasan  oleh  dewan
legislatif.  Standar  akuntabilitas  harus  obyektif  dan  dapat  menggunakan
fakta untuk membuktikan kesalahan, dan menghindari  penilaian subyektif.
Setelah disahkannya RanPerda RTRW Kota Makassar pada tahun
2015  tampak  fungsi  pengawasan  lembaga  legislatif  Kota  Makassar
semakin menurun. Hal ini menjadi aneh mengingat sebelumnya temuan
hasil penyelidikan Komisi A DPRD Kota Makassar menegaskan terjadinya
pelanggaran. Di sisi lain, berbagai kelompok kepentingan, seperti Walhi,
Kopel Indonesia dan aliansi telah menunjukkan bukti-bukti  pengrusakan
lingkungan dan dampak sosial ekonomi yang dirasakan masyarakat dari
adanya  kegiatan  reklamasi  di  kawasan  CoI.  Namun,  setelah  hadirnya
Perda RTRW Kota Makassar, tampak adanya dukungan oleh DPRD Kota
Makassar terhadap reklamasi.
Saat  berbagai  kelompok  kepentingan  menyuarakan  penolakan
terhadap  RanPerda  KSP  Sulawesi  Selatan,  tidak  hanya  DPRD  Kota
Makassar yang seolah-olah juga menolak RanPerda tersebut, pada waktu
itu  pihak lembaga eksekutif  (Pemerintah Kota Makassar)  juga menolak
keras adanya reklamasi pantai. Namun secara tiba-tiba pihak Pemerintah
Kota  Makassar  melalui  konferensi  pers  menyatakan  dukungannya
terhadap pengusaha untuk melakukan reklamasi  pantai.  Hal  ini  disusul
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dengan  dimulainya  pembahasan  RanPerda  RTRW  Tahun  2015  Kota
Makassar.
Kondisi  ini  telah  mengalihkan  perhatian  lembaga  legislatif  dari
fungsi  pengawasan  ke  fungsi  pembuatan  kebijakan.  Selama  proses
pembahasan  RanPerda  RTRW  Kota  Makassar  tahun  2015,  tampak
wacana  utama  yang  digulirkan  adalah  mengenai  dimasukkannya  atau
tidak pasal  reklamasi  kawasan CoI pada RanPerda RTRW tahun 2015
Kota  Makassar.  Pada  titik  ini,  kepentingan  para  elit  tersebut  semakin
tampak saja bahwa agar reklamasi pantai dapat berjalan lagi, maka harus
dimasukkan  pasal  khusus  reklamasi  kawasan  CoI  dalam  RanPerda
RTRW Kota Makassar tahun 2015.
Hal ini  bukanlah menjadi rahasia lagi pada waktu itu.  Kelompok-
kelompok kepentingan telah menyuarakan kecurigaan adanya permainan
para  elit  politik  dalam  proses  pembahasan  RanPerda  RTRW  Kota
Makassar tahun 2015. Hingga akhirnya ranperda tersebut disahkan, pasal
reklamasi telah dimasukkan dan dinyatakan bahawa kawasan reklamasi
pantai  yang  selama  ini  dipermasalahkan  oleh  berbagai  kelompok
kepentingan telah menjadi kawasan strategis provinsi. Dengan demikian,
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pelaksana proyek tersebut
telah mendapatkan payung hukum yang jelas.
Rangkaian  peristiwa  tersebut  menunjukkan  adanya  permainan
kepentingan  tertentu  yang  tidak  berpihak  pada  keinginan  masyarakat.
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Menurut  Heywood37,  terkadang  lembaga  legislatif  memiliki  pengaruh
kebijakan yang kuat, namun tidak dapat mengancam kerja dari lembaga
eksekutif.  Hal  ini  terkait  dengan  dominasi  eksekutif  sehingga
pemerintahan  seperti  ini  seringkali  disebut  sebagai  “kediktatoran  yang
terpilih”. Bahkan lebih parahnya, kondisi  tersebut dapat mereduksi para
anggota lembaga legislatif dengan sebutan kumpulan para “lobby fodder”,
yaitu istilah yang berkonotasi negatif yang menunjuk pada para anggota
legislatif yang bersikap secara konsisten dan kaku selaras dengan arahan
dari partai-partai mereka.
Tidak disangkal lagi dan telah menjadi rahasia umum bahwa elit
politik di Kota Makassar memegang peranan penting dalam dalam sebuah
kebijakan,  sekalipun  elit  politik  tersebut  berada  di  luar  domain
kekuasaannya secara organisasi.  Terkait  pengawasan reklamasi  pantai,
Para  anggota  DPRD  Kota  Makassar  tampak  seperti  “lobby  fodder”.
Mereka bertindak sesuai dengan kepentingan-kepentingan partainya dan
adanya  kesepakatan-kesepakatan  tertentu  yang  hanya  menguntungkan
pribadi masing-masing.
Sesuai penjelasan sebelumnya, tolak ukur adanya reklamasi pantai
atau tidak berada pada RanPerda RTRW Kota Makassar tahun 2015. Jika
diperhatikan dengan saksama, Partai Golkar mempunyai kursi perwakilan
terbanyak  kedua  setelah  Partai  Demokrat  di  DPRD  Kota  Makassar.
Sementara pada waktu itu Gubernur Sulawesi Selatan merupakan Ketua
37 Andrew Heywood, 2014, Politik, Edisi keempat, Terj. Ahmad Lintang Lasuardi,
Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 550.
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DPD I Partai  Golkar. Di  sisi  lain,  Ketua Pansus RanPerda RTRW Kota
Makassar berasal dari Partai Golkar. Di waktu yang bersamaan setelah
terpilihnya Walikota Makassar yang baru, salah satu elit politik yang cukup
kuat ditangkap oleh KPK. Hal ini tentunya melemahkan kekuatan Partai
Demokrat yang dikenal selama ini sebagai lawan berat Partai Golkar.
Berdasarkan  kondisi  tersebut,  sulit  rasanya  untuk  tidak
menghubungkan  adanya  konsolidasi  antara  pihak  lembaga  legislatif
dengan  pihak  lembaga  eksekutif  dalam  mewujudkan  pasal  reklamasi
dalam  RanPerda  RTRW  Kota  Makassar  tahun  2015.  Apalagi  bukan
rahasia lagi jika kekuatan politik Gubernur Sulawesi Selatan begitu kuat
untuk skala provinsi.  Sementara reklamasi pantai untuk kawasan bisnis
CoI merupakan keinginan Gubernur Sulawesi Selatan sejak tahun 2009.
Walau  tampak  relasi  aktor  begitu  penuh  dinamika  pada  kasus
reklamasi  pantai  di  Kota  Makassar,  namun  kondisi  ini  belum  sesuai
dengan pendekatan neo-institusionalisme. Pendekatan ini  menghendaki
pentingnya  seperangkat  kelembagaan  sebagai  penopang  proses
transformasi  menuju  demokrasi  di  daerah,  salah  satunya  adalah
memperkuat  sistem  perwakilan.38 Sementara  pada  kasus  ini,  sistem
perwakilan  Kota  Makassar  tampak  lemah  dan  condong  memperkuat
keinginan lembaga eksekutif, sedangkan di sisi lain kelompok-kelompok
kepentingan  sebagai  aktor  yang  mewakili  aspirasi  masyarakat  tampak
diabaikan dan seakan-akan tidak memiliki peran yang berarti.
38 Kacung Marijan, 2011, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca
Orde Baru, Cetakan Kedua, Jakarta, Kencana, hal. 178.
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Lebih  lanjut,  dalam  pendekatan  neo-institusionalisme,  institusi
dianggap dapat memberikan stabilitas karena tidak dapat diubah begitu
saja sesuai dengan kehendak hati para aktor, dan untuk dapat mengubah
institusi tersebut tentunya para aktor akan memikirkan berbagai dampak
yang akan terjadi selanjutnya. Institusi tersebut dianggap memiliki otonomi
dimana hanya  menerima  input  dari  lingkungan  kemudian  membuat
keputusan dan juga kebijakan.
Jika  dianalisis  lebih  lanjut,  pada  kasus  reklamasi  pantai  dapat
dilihat berbagai aktor yang berperan. DPRD Kota Makassar, Pemerintah
Kota  Makassar,  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  pengusaha,
media,  dan  berbagai  kelompok  kepentingan  seperti  Walhi,  lembaga
pengawas legislatif, komunitas nelayan dan front mahasiswa merupakan
aktor-aktor yang melakukan interaksi dan saling terkait dalam kasus ini.
Pendekatan  institusionalisme  baru  melihat  bahwa  aktor-aktor
tersebut  memiliki  sumber  daya  masing-masing  atau  dengan  kata  lain
memiliki  kekuasaan  masing-masing  yang  relatif  tidak  dimiliki  lainnya.
Adanya perbedaan-perbedaan ini menekankan bahwa lingkungan di luar
institusi  menjadi  penting,  namun  walau  demikian  tetap  dibutuhkan
seperangkat  regulasi  agar  keseimbangan  dapat  terjaga.  Dengan
demikian,  agar  implementasi  pendekatan  neo-institusionalisme  dapat
terwujud,  maka  aktor-aktor  tersebut  harus  melakukan  interaksi  dengan
tetap  menjaga  nilai-nilai  umum  yang  berlaku,  profesionalisme  masing-
masing aktor dan undang-undang yang berlaku.
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Tapi  kenyataannya  tidak  demikian.  Kasus  reklamasi  pantai
menunjukkan  sebuah  kekuatan  institusi,  yaitu  lembaga  eksekutif  dan
lembaga legislatif yang seolah-olah memiliki kekuatan mutlak dan merasa
mampu  mengontrol  lingkungannya.  Artinya,  penyelenggara  pemerintah
Kota  Makassar  kurang  memperhatikan  aspek  lingkungan  di  luar
institusinya,  sementara  dalam  pendekatan  institusionalisme  baru
lingkungan merupakan aspek yang paling terpenting.
Jika demikian, agar lembaga legislatif sesuai dengan pendekatan
institusionalisme  baru,  maka  seharusnya  DPRD  Kota  Makassar  lebih
memperhatikan  lingkungan  sekitarnya  atau  dengan  kata  lain  lebih
memperhatikan keinginan-keinginan masyarakat atau norma-norma yang
berlaku dalam masyarakat. Peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh
kelompok-kelompok kepentingan dan media, sementara di sisi lain tampak
pengawasan  lembaga  legislatif  semakin  mengalami  kemunduran  tentu
dapat  mengancam  keberadaan  lembaga  legislatif  sebagai  perwakilan
rakyat.
Di sisi lain, kondisi interaksi para aktor pada kasus reklamasi pantai
di Kota Makassar bukannya luput dari pendekatan neo-institusionalisme.
Sebagaimana pandangan Robert E. Goodin yang telah dipaparkan pada
bab  tinjauan  pustaka  bahwa  sekalipun  aktor  dibatasi  secara  kolektif
meliputi  pola  norma  dan  pola  peran  yang  telah  berkembang  dalam
kehidupan sosial, namun dalam banyak hal juga memberikan keuntungan
bagi individu atau kelompok dalam mengejar proyeknya masing-masing.
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Kondisi  ini  disebabkan adanya batasan-batasan berupa institusi-institusi
telah  mempengaruhi  preferensi  dan  motivasi  dari  para  aktor  yang
mempunyai  akar  historis  yang  kuat.  Pada  akhirnya  pembatasan-
pembatasan ini  dapat  mewujudkan,  memelihara,  dan memberi  peluang
serta kekuatan yang berbeda dari setiap aktor.
 Sesuai  konteks  kasus reklamasi  pantai  di  Kota  Makassar  yang
telah  diuraikan  sebelumnya  masing-masing  aktor  telah  menunjukkan
aspek  institusi-nya  masing-masing.  Kelompok-kelompok  kepentingan
telah menunjukkan perannya sebagai aktor yang melakukan kampanye,
sosialisasi  reklamasi  serta  melakukan  penekanan  terhadap  lembaga
eksekutif  dan  legislatif  agar  menghentikan  kegiatan  reklamasi.  Pihak
media  telah  melakukannya  perannya  dalam  menyebarluaskan  dan
melakukan  framing  berita  terkait  reklamasi.  Adapun  lembaga  eksekutif
juga telah menunjukkan perannya sebagai pelaksana kebijakan reklamasi
sekaligus melakukan pengontrolan terhadap pihak swasta yang berperan
sebagai  pihak  ketiga  dalam  mengelola  reklamasi,  sementara  lembaga
legislatif  telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi
pantai.
Peran-peran  tersebut  telah  dimiliki  masing-masing  aktor  yang
bertindak sesuai nilai-nilai yang dianut, namun seperti yang dikemukakan
Robert  E.  Goodin,  adanya  institusi-institusi  tersebut  telah  memberikan
kebebasan  bagi  setiap  aktor  untuk  mengedepankan  kepentingannya
sendiri.  Hal  ini  tentunya  dipengaruhi  oleh  motivasi  aktor.  Kelompok-
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kelompok  kepentingan  telah  menunjukkan  kepentingannya,  yaitu
penolakan reklamasi,  sementara pihak lembaga eksekutif  dan lembaga
legislatif  serta  pengusaha  juga  telah  mengedepankan  kepentingannya,
yaitu menginginkan tetap adanya reklamasi.
Terjadinya  pertentangan  kepentingan  diantara  para  aktor
didasarkan  pada  preferensi  masing-masing  yang  telah  memiliki  akar
historis  yang  kuat.  Akar  historis  bagi  kelompok-kelompok  kepentingan
didasarkan  pada  pembangunan  reklamasi  tidak  hanya  merusak
lingkungan,  namun kawasan reklamasi  tersebut  merupakan bentuk  sisi
buruk  kapitalisme  dan  pemerintah  yang  selama  ini  dianggap
mementingkan diri sendiri. Sementara pihak lembaga eksekutif, lembaga
legislatif  dan  pengusaha  memiliki  akar  historis  bahwa  reklamasi
merupakan tuntutan-tuntutan pembangunan hari ini agar Kota Makassar
dapat  mewujudkan  cita-citanya  sebagai  kota  dunia  sebagaimana  kota-
kota lain di dunia ini. Selain itu, hal ini juga merupakan persiapan Kota
Makassar dalam menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Berdasarkan  pandangan  institusionalisme  baru,  pertentangan-
pertentangan kepentingan akan melahirkan kekuatan-kekuatan yang akan
saling mengimbangi. Jika melihat kasus reklamasi Kota Makassar, tentu
saja telah melahirkan kekuatan-kekuatan aktor dalam masyarakat, namun
sejauh ini adanya keseimbangan dari kekuatan-kekuatan tersebut belum
terpenuhi. Hal ini dikarenakan lembaga legislatif yang diharapkan dapat
melakukan  fungsi  pengawasannya  terhadap  lembaga  eksekutif  malah
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terlihat  semakin  melemah,  sementara  pada  aspek  regulasi,  lembaga
legislatif diharapkan mampu menyeimbangi lembaga eksekutif.
Hal ini berarti, secara neo-institusionalisme, institusi-institusi di Kota
Makassar  masih  dalam  proses  menuju  kematangan.  Pada  kelompok-
kelompok kepentingan tampak pengawasannya semakin meningkat dalam
hal kebijakan reklamasi di Kota Makassar, namun pada lembaga legislatif
justru  sebaliknya,  tampak  semakin  melemah.  Hal  ini  sesuai  dengan
pandangan  Heywood39 bahwa  bangkitnya  kelompok-kelompok
kepentingan telah mengancam lembaga legislatif dalam sejumlah aspek.
Peneliti menyebutkan dua dari empat yang dikemukakan oleh Heywood
terkait hal tersebut, yaitu:
1. Kelompok-kelompok  tersebut  menyediakan  bagi  publik  sebuah
mekanisme  perwakilan  alternatif.  Kelompok-kelompok  seperti  ini
cenderung  lebih  efektif  daripada  lembaga  legislatif  dalam
mengangkat keprihatinan-keprihatinan masyarakat.
2. Kerentanan  lembaga  legislatif  terhadap  lobi  telah  merongrong
legitimasi mereka. Persepsi masyarakat semakin meningkat bahwa
anggota  legislatif  lebih  mementingkan  kepentingan  pribadi
dibandingkan kepentingan umum.
Berdasarkan  pandangan  tersebut  tampak  menjelaskan  fungsi
pengawasan DPRD Kota Makassar terhadap Pemerintah Kota Makassar
terkait  reklamasi  pantai.  Setelah  disahkannya  RanPerda  RTRW  Kota
Makassar,  tampak  pengawasan  DPRD  Kota  Makassar  mengalami
39 Andrew Heywood, Op. Cit., hal. 580.
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kemunduran,  namun  disaat  bersamaan  justru  berbagai  kelompok
kepentingan, pengawasannya mengalami peningkatan. Dengan demikian,
peneliti  menganggap  jika  keefektifan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh
DPRD  Kota  Makassar  sebelum  disahkannya  RanPerda  RTRW  Kota
Makassar  terkait  reklamasi  pantai  merupakan  sebuah  bentuk  drama
sandiwara untuk memuluskan kepentingan tertentu yang tidak berpihak
pada kepentingan masyarakat Kota Makassar.
Di sisi lain, berdasarkan pendekatan institusionalisme baru, kasus
reklamasi  pantai  ini  merupakan  sebuah  proses  pendewasaan  demi
terwujudnya keseimbangan kekuatan-kekuatan politik yang dimiliki setiap
aktor. Kelompok-kelompok kepentingan yang terlibat dalam kasus ini telah
menyajikan sebuah mekanisme perwakilan  alternatif,  yaitu  mengangkat
dan  memperjuangkan  keprihatinan-keprihatinan  masyarakat  Kota
Makassar  terkait  adanya  reklamasi  pantai.  Keprihatinan-keprihatinan
tersebut  tidak  hanya  ancaman  kerusakan  lingkungan  yang
membahayakan  habitat  kehidupan  masyarakat  Kota  Makassar,  namun
secara  sosial  ekonomi,  reklamasi  tersebut  telah  merugikan  sebagian
masyarakat yang bertempat tinggal di daerah sekitar pesisir dan bermata
pencaharian sebagai nelayan.
Bangkitnya  kelompok-kelompok  kepentingan  ini  juga  sekaligus
merupakan sinyal bahwa lembaga legislatif  yang selama ini  merupakan
lembaga perwakilan rakyat mengalami kerentanan terhadap lobi sehingga
cukup  mengancam  legitimasinya.  Dalam  proses  perkembangan
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demokrasi  di  Indonesia  termasuk  Kota  Makassar  bukan  hal  yang
mengherankan lagi jika anggota legislatif lebih mementingkan kepentingan
pribadi dibandingkan kepentingan umum.
BAB VI
PENUTUP
Bab ini merupakan bab penutup yang membahas kesimpulan dan
saran-saran  terkait  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan
sebelumnya.  Adapun  kesimpulan  merupakan  jawaban  berdasarkan
rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini,  sementara  saran  adalah
kelemahan maupun kelebihan yang merupakan bentuk rekomendasi dari
hasil dan pembahasan penelitian ini.
A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  analisis  pembahasan  dalam  yang  telah
diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh, yaitu:
1. Pengawasan lembaga legislatif terhadap lembaga eksekutif terkait
reklamasi sebelum disahkannya RanPerda RTRW Kota Makassar
tahun 2015 telah menunjukkan kekuatannya melalui  penggunaan
hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat, namun
kekurangannya  adalah  lembaga  legislatif  Kota  Makassar  tidak
membentuk  Panitia  Angket  sehingga penyelidikan terkait  adanya
pelanggaran reklamasi tidak dapat dibawa ke pengadilan.
2. Pengawasan lembaga legislatif terhadap lembaga eksekutif terkait
reklamasi  setelah  disahkannya  RanPerda  RTRW Kota  Makassar
tahun  2015  menunjukkan  adanya  kemunduran,  namun  di  saat
bersamaan  pengawasan  oleh  kelompok  kepentingan  semakin
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meningkat sehinggat ada indikasi lembaga legislatif berpihak pada
kepentingan pribadi daripada kepentingan umum.
B. Saran
Adapun  saran-saran  berdasarkan  uraian  hasil,  pembahasan dan
kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Penelitian lebih lanjut  dapat  dilakukan dengan menganalisis tarik
menarik kepentingan yang terjadi sebelum disahkannya RanPerda
RTRW Kota  Makassar  tahun  2015.  Penelitian  lebih  lanjut  dapat
juga  dilakukan  dengan  menganalisis  peran-peran  kelompok
kepentingan dalam menolak reklamasi pantai di Kota Makassar.
2. Baik  lembaga  legislatif  maupun  lembaga  eksekutif  hendaknya
mengedepankan  implementasi  good  governance dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
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